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ABSTRAK

Nama : Ratna Indah Hariyanti
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pengikatan Jaminan Fidusia Atas Piutang Yang Belum Efektif

(Studi Kasus : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk)

Di Indonesia, hukum jaminan diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang pada asasnya menganut sistem yang tertutup, dalam arti,
bahwa di luar yang secara limitatif ditentukan disana tidak dikenal lagi hak-hak
kebendaan yang lain dan para pihak pada pokoknya tidak bebas untuk
memperjanjikan/ menciptakan hak kebendaan yang baru. Adapun lahimya
lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia karena adanya kebutuhan yang sangat besar dan
terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana selain itu juga untuk
menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Adanya pengaturan
lembaga fidusia ini merupakan salah satu sarana dalam membantu kegiatan
usaha. Salah satunya adalah.pemberian kredit investasi secara sindikasi yang
digunakan untuk membiayai proyek pembangunan jalan tol, dengan jaminan
utama adalah pendapatan/ tagihan dari beroperasinya jalan tol tersebut. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengikatan jaminan fidusia atas jaminan
berupa piutang yang belum ada secara efektif dan kedudukan Bank sebagai
Kreditor dalam pengikatan jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (library
research), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Berdasarkan
hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengikatan jaminan fidusia terhadap
obyek jaminan yang berupa tagihan/ piutang yang belum ada secara efektif
adalah dengan cara membuat Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang memuat nilai
proyeksi obyek jaminan tersebut. Kedudukan Bank selaku kreditor merupakan
kreditor preferent, akan tetapi hak preferent yang dimilki oleh kreditor tersebut
akan berubah menjadi kreditor konkuren apabila debitor mengalami default
karena tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol tersebut,
sehingga pendapatan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tidak ada
secara nyata/ riil, akibatnya kreditor tersebut harus bersaing dengan kreditor-
kreditor lainnya dalam mendapatkan pelunasan piutangnya.

Kata Kunci :
Pemberian Kredit, Pengikatan Jaminan Fidusia dan Kedudukan Kreditor.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun
belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan
terakl;h: berupa lahirnya peraturan yang baru di bidang perbankan berupa UU
Perbankan yang menggantikan UU Perbankan yang lama, serta serangkaian
peraturan pelaksanaannya baik yang berupa Peraturan Pemerintah (PP)
maupun Peraturan Menteri Keuangan. Semua ketentuan tadi diharapkan
membawa ke arah kemajuan bagi perbankan Indonesia guna mampu
menghadapi dan mengantisipasi semua tantangan perekonomian dan
perbankan internasional, juga membawa kemanfaatan kepada masyarakat ke
arah kesejahteraan yang berkeadilan.

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada dunia industri
pérbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan
dipelihara. Pemerintah dan kalangan perbankan perlu untuk tetap selalu

membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri

perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum
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dalam Undang-Undang Perbankan 1992, bahwa Bank harus memiliki ;'

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi |

utangnya (Pasal 8 UU No.7 Tahun 1992) dan Bank perlu menyediakan serta

memberikan informasi kepada nasabah.'
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai

nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut

|

dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana
(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana
(lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan |
perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan |
-.pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua
sektor perekonomian. i

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang
paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari
pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang
lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa
kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena
menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi:

sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen

perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit,
pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu

luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini,

' Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2000), hal. iii.
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maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-
hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus
melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut. 2

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau
perkembangan suatu kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka akan
dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna
membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Dengan
demikian dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan usaha dapatlah disebut
juga sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi
lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku/
bahan penolong, kemampuan teknologi, manajemen dan lain-lain sebagai
suatu sumber ekonomi yang termasuk langka.

Oleh karena itu hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan
perekonomian ataupun pertumbuhan dengan suatu kegiatan usaha dari
perusahaan dengan eksistensi perkreditan mempunyai koefisien korelasi yang
sangat erat, baik bersifat negatif maupun dalam sifatnya yang positif.

Apabila ditinjau dari sisi yang lain yaitu dari sudut pandangan
perbankan atau lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana yang
berbentuk perkreditan tersebut, maka kredit akan mempunyai suatu
kedudukan yang sangat istimewa dimana diakui bahwa sektor perkreditan
tetap merupakan kegiatan yang penting dari suatu industri perbankan baik di

negara-negara yang sedang berkembang maupun pada negara-negara yang

2 Ibid, hal. 365.
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telah maju, karena “kredit” sebagai salah satu sumber dana yang penting dari
setiap jenis kegiatan usaha dapat diibaratkan sebagai darah bagi makhluk
hidup.

Dalam kegiatan perkreditan banyak tersangkut dengan Kketentuan-
ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah maupun
kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering berubah dari suatu periode ke
periode yang lainnya. Bahkan kegiatan perkreditan inipun sangat terpengaruh
dari arus politik yang berkuasa.?

Kata “kredit” berasal dari kata “credere” yang berarti kepercayaan.
Oleh karena itu dalam memberikan kredit tidak boleh tidak, disertai dengan
unsur saling percaya, yaitu rasa saling percaya diantara kreditor sebagai
pemberi kredit dan debitor sebagai penerima kredit. Berjalannya kegiatan
perkreditan akan lancar apabila adanya rasa saling mempercayai dari semua
pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Keadaan itu hanya dapat terwujud
apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti
ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit,
karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak
ketiga yang dipercayakan pada bank tersebut. Akan tetapi dalam dunia
bisnis, kepercayaan itu seringkali semu, dan terlebih lagi dalam praktek di
Indonesia, dimana dunia bisnis terlampau kental dengan elemen-elemen
keculasan, kolusi, katabelece, sikut menyikut, muka badak dan sebagainya.

Karena itu, penyaluran kredit yang memang tidak bisa dilepaskan dari unsur

’ Teguh Pujianto, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, edisi ketiga,
(Yogyakarta: BPFE, 1993), hal. 3-4.
* Muhamad Djumbhana, op. cit, hal. 366.
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kepercayaan itu bahkan seringkali mengundang malapetaka, terutama bagi
kreditor, dan kreditpun akhirnya bermasalah (macet).’

Sektor hukum kemudian turun tangan memberikan rambu-rambunya,
yaitu perbankan harus prudent (hati-hati), dan bahwa bisnis suatu perbankan,
termasuk dalam pemberian kredit, haruslah safe (aman), sound (informatif)
and without substantial risk (tanpa risiko yang berarti), serta agunanpun
disyaratkan. Dapat dikatakan bahwa secara lebih luas, pada prinsipnya campur
tangan sektor yuridis untuk mengatur masalah perkreditan adalah sebagai
berikut:

1. Untuk memeﬁuhi unsur safety, soundness, dan without substantial risk.
2. Perlindungan yang seimbang antara nasabah dan bank.
3. Menjamin berjalannya kompetisi dan efisiensi.®

Disamping kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank
yang terbesar, kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang
sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena
itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat
dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang
berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang
selalu dirongrong kredit bermasalah akan mundur. Tidak ada jenis usaha bank
yang dengan cepat dapat mendatangkan keuntungan besar bagi pemiliknya,
seperti halnya dengan kredit yang diberikan kepada debitor yang tidak

bertanggungjawab.

5 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1996), hal. 2.

S Ibid., hal. 2
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seperti halnya dengan kredit yang diberikan kepada debitor yang tidak
bertanggungjawab.

Dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada nasabah, Bank
terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan untuk menilai kemampuan dan
kesediaan debitor mengembalikan kredit yang dipengaruhi oleh lima macam
faktor intern dan ekstern yang biasa disebut dengan 5C, yaitu pertama adalah
capacity/ kapasitas yaitu kemampuan yang dimiliki nasabah dalam
menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan
penilaian ini adalah untuk mengetahui/ mengukur sampai sejauh mana
nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability
to-pay) secara tepat waktu, dari kegiatan usahanya, selain itu untuk melihat
adanya kewenangan hukum mereka (nasabah) meminjam dana. Kedua adalah
character/ karakter yaitu keadaan watak/ sifat dari debitor, baik dalam
kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian
terhadap  karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana
itikad/kemauan debitor untuk memenuhi kewajibannya (Willingness to pay)
sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Ketiga adalah capital/ kapital
yaitu jt_lmlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian atas
besarnya modal sendiri adalah penting mengingat kredit bank hanya sebagai
tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang
diperlukan. Keempat adalah collateral yaitu barang-barang yang diserahkan
nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut

harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban
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condition of economyl kondisi perekonomian yaitu situasi dan kondisi politik,

sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada

suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan

nasabah. Kegunaan penilaian ini untuk mengetahui perkembangan ekonomi

umum dan bidang usaha tempat mereka beroperasi.’

Dalam rangka melakukan ekspansi kredit, Bank akan memfokuskan pada

bidang usaha yang dinilai mempunyai prospek usaha yang cukup baik. Salah

satu bidang usaha yang dinilai mempunyai prospek usaha yang cukup baik

adalah jalan tol, karena :

1.

Tingkat pertumbuhan kendaraan jauh lebih besar dibandingkan dengan
tingkat pertumbuhan jalan, schingga terjadi kemacetan lalu lintas.
Jalan tol merupakan altematif yang dapat dipergunakan oleh masyarakat
pengguna jalan untuk menyiasati kemacetan.
Setiap 2 (dua) tahun sekali, tarif jalan tol akan dinaikkan berdasarkan
Undang-Undang yang mengaturnya, sehingga pendapatan perusahaan
pengelola jalan tol akan bertambah, dengan demikian sumber pelunasan
kredit akan meningkat sehingga diharapkan dapat mengurangi
kemungkinan fasilitas kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah.
Pembangunan jalan tol membutuhkan dana yang cukup besar,
sehingga dengan membiayai pembangunan proyek jalan tol, Bank dapat
melakukan ekspansi kredit dalam jumlah besar yang akan memberikan

tingkat keuntungan yang cukup signifikan bagi Bank.

7 Bank Mandiri : Pedoman Pelaksanaan Kredis, Prinsip 5C, Jakarta, 2002, hal. 1-4.
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melakukan ekspansi kredit dalam jumlah besar yang akan memberikan
tingkat keuntungan yang cukup signifikan bagi Bank.

Dalam setiap pemberian kredit, selalu diperlukan adanya
pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan kebendaan dapat dengan jelas
ditentukan benda tertentu yang diikat dalam perjanjian dan benda tersebut
disediakan untuk menjaga terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari.
Dengan demikian, hal ini memberikan kepastian bagi Bank selaku kreditor
mengenai jaminan atas piutangnya. Selama ini, penyediaan jaminan dalam
rangka pemberian kredit menggunakan lembaga jaminan yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan
dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang
Pokok Agraria. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan
pada saat ini adalah Jaminan Fidusia dimana penyerahan hak milik sebagai
Jaminan kepada kreditor tidak dimaksudkan untuk benar-benar dimiliki oleh
kreditor, tetapi hanya dimaksudkan untuk dikuasai oleh kreditor sebagai
Jaminan saja guna melindungi kepentingannya sebagai kreditor.

Adapun konstruksi yuridis dari penyerahan jaminan fidusia ini
adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda milik debitor
yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kreditor, dengan penguasaan atas
benda tersebut tetap ada pada debitor dengan ketentuan bahwa apabila debitor
telah melunasi hutangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, maka

kreditor wajib mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada debitor.
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Pada pemberian kredit dalam kasus yang Penulis angkat, jaminan
utama yang diserahkan oleh debitor atas fasilitas kredit yang diterima oleh
debitor dalam pembiayaan pembangunan proyek jalan tol adalah pendapatan
atau piutang dari hasil pengoperasian jalan tol tersebut. Mengingat pada saat
kredit diberikan kepada debitor, pendapatan dari pegoperasian jalan tol
tersebut belum diterima oleh debitor (proyek jalan tol masih dalam masa
pembangunan) dan di lain pihak, fasilitas kredit harus dicairkan untuk
membiayai pembangunan proyek jalan tol, maka perlu dicarikan solusi agar
piutang atau pendapatan tersebut dapat diikat secara fidusia.

Sesuai de;ngan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia, obyek pengikatan fidusia hanya dapat dilakukan
apabila disertai dengan daftar rincian piutang atau pendapatan, namun
kenyataannya dalam kasus yang Penulis angkat, daftar rincian piutang atau
pendapatan tersebut belum dapat dibuat karena jalan tol belum dioperasikan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas tersebut, maka melalui
penulisan tesis ini, Penulis ingin mengemukakan mengenai metode pengikatan
jaminan fidusia terhadap obyek jaminan yang berupa piutang atau pendapatan
yang belum efektif karena belum adanya pengoperasian jalan tol yang dibiayai
oleh kredit tersebut dan mengenai kedudukan Bank selaku kreditor dalam
pengembalian piutangnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka
Penulis memilih judul tesis ini, yaitu “PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA

ATAS PIUTANG YANG BELUM EFEKTIF (STUDI KASUS : PT.
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK?”).
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B. POKOK PERMASALAHAN
1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia atas jaminan berupa

piutang yang belum ada secara efektif?

2. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap Bank sebagai

Kreditor dalam pengikatan jaminan fidusia tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan Penulis dalam tesis ini adalah tipe
penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan
pustaka atau- data sekunder yang mencakup penelitian asas-asas hukum,
khususnya mengenai kredit perbankan dan jaminan fidusia, disamping itu
Juga dilakukan penelitian dengan meneliti data, dimana Penulis
menggunakan undang-undang, buku bacaan, makalah dan dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan kredit perbankan dan jaminan
fidusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan
perundang-undangan tentang obyek penelitian, dimana pengetahuan atau
obyek sudah ada. Kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan tersebut

untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

10
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Sumber Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, meliputi:
1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

hasil penelitian yang berwujud laporan dan peraturan perundang-'

undangan. Data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan
tentang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang dapat
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan
memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain meliputi
buku-buku, karya ilmiah, makalah-makalah seminar yang berkaitan

dengan masalah yang diangkat oleh Penulis.

2. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan
pegawai bagian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan data

primer ini hanya sebagai pendukung data sekunder.

1

Pengikatan jaminan..., Ratna Indah Hariyanti, FH Ul, 2008



Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen
terhadap data sekunder dan studi lapangan melalui wawancara dengan
pihak-pihak terkait terhadap data primer. Cara memperoleh data
menggunakan dua metode, yaitu :

1. Metode Kepustakaan (/ibrary research)

yaitu melakukan penelitian kepustakaan, dimana Penulis mendapatkan

data-data yang ada hubungannya dengan penulisan yaitu pengumpulan

data/ bahan dari berbagai literatur yang terdiri dari Undang-Undang

Perbankan, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan perkreditan,

jaminan fidusia, hukum perikatan serta bahan-bahan lain yang erat

hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini
2. Metode Penelitian Lapangan (field research)

yaitu penelitian untuk memperoleh dan melengkapi data yang lebih

konkret, berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang berhubungan

dengan masalah perkreditan dan pengikatan jaminan fidusia, yang
dalam hal ini berupa wawancara dengan pegawai bagian kredit di PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penulisan tesis ini bersifat deskriptif, oleh karena itu analisis

penelitiannya yang terdiri dari data dan informasi yang ada dilakukan

dan diolah secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun
terhadap data primer yang ditemukan di lapangan guna menemukan

Jjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

12
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D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan tesis ini akan diuraikan dan disusun

menjadi 3 (tiga) bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian

sebagai berikut :

BAB I

BAB 11

PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah, pokok
permasalahan, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA ATAS
PIUTANG YANG BELUM EFEKTIF (STUDI

KASUS : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK)

A. KONSEP TEORITIS HUKUM JAMINAN
Membahas mengenai definisi hukum jaminan, asas-asas
hukum jaminan, pengaturan hukum jaminan, sifat dan
macam-macam jaminan, syarat dan manfaat benda
jaminan, bentuk perjanjian jaminan, dan sumber hukum
jaminan.

B. JAMINAN FIDUSIA

Membahas mengenai latar belakang lembaga fidusia,

latar belakang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
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tentang Jaminan Fidusia, istilah dan pengertian jaminan
fidusia, fidusia sebagai constitutum possessorium, sifat
jaminan fidusia, obyek dan subyek jaminan fidusia,
pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan
fidusia, penerbitan sertifikat jamin;n fidusia, jaminan
fidusia dalam pemberian kredit perbankan, hak dan
kewajiban pemberi fidusia (Debitor) dan penerima
fidusia (Kreditor), pengalihan, hapusnya dan eksekusi
obyek jaminan fidusia.

C. KASUS POSISI PENGIKATAN JAMINAN
FIDUSIA ATAS PIUTANG YANG BELUM
EFEKTIF

Membahas mengenai latar belakang yang menjadi kasus

posisi ~dalam penulisan tesis ini yaitu mengenai

pengikatan jaminan fidusia atas piutang yang belum
efektif.

D. PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN
FIDUSIA ATAS JAMINAN BERUPA PIUTANG
YANG BELUM ADA SECARA EFEKTIF

Membahas analisa mengenai pelaksanaan pengikatan

jaminan fidusia atas jaminan berupa piutang yang

belum ada secara efektif.

14
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E. KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP BANK SEBAGAl! KREDITOR
DALAM PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA
ATAS PIUTANG YANG BELUM EFEKTIF

Membahas  analisa mengenai kedudukan dan

perlindungan hukum terhadap Bank sebagai kreditor

dalam pengikatan jaminan fidusia atas piutang yang

belum efektif.

BAB IlI : PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan dan saran penulis atas

permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan tesis

ini.

15
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BAB I

PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA
ATAS PIUTANG YANG BELUM EFEKTIF

(STUDI KASUS : PT.BANK MANDIRI (PERSERO) TBK)

A. KONSEP TEORITIS HUKUM JAMINAN

1. DEFINISI HUKUM JAMINAN

Beberapa perumusan atau definisi tentang jaminan dan hukum jaminan

dikemukakan beberapa pakar hukum sebagai berikut :®

1. Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu

tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga

kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.

® Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi

Jaminan, Jilid 2, (Jakarta : Ind, Hill-Co, 2002), hal. 5.
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2. Thomas Suyatno menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan

atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran
kembali suatu hutang.

J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang
mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor.
Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan
debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari
suatu perikatan.

Menurut H. Salim H. S. dalam bukunya yang berjudul Perkembangan

- Hukum Jaminan di Indonesia, bahwa hukum jaminan adalah :

1.

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan
hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan
pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit”.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah :°
Adanya kaidah hukum
Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan
tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan

yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah

? H. Salim HS, S.H, M.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Edisi 1, (Jakarta :

PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 7.
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kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang
dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat
secara lisan.

. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang
menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak
sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang
membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitor.
Penerima jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menerima
barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima
jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah
lembaga yang memberikan fasjlitas kredit, dapat berupa lembaga
perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.

Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah jaminan
materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa
hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak

bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan.

. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan
untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non
bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan

kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya
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bahwa debitor sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan
bunganya. Begitu juga debitor percaya bahwa bank atau lembaga

keuangan non bank dapat memberikan kredit kepadanya.

2. ASAS-ASAS HUKUM JAMINAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai

literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) asas penting dalam hukum

jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini:'°

1.

Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak
fidusia, dan hipotek harus didaftarkan, pendaftaran ini dimaksudkan
supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut
sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/ Kota, pendaftaran fidusia
dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal
laut dilakukan di depan pejabat pendafiar dan pencatat balik nama, yaitu
syahbandar. -

Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek
hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah

terdaftar atas nama orang tertentu.

1% Jbid, hal. 9-10.
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3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat
mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan
hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

4. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada
penerima gadai..

5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu
kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah
Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang
bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain,
berdasarkan hak pakai.

Mariam Darus  Badrulzaman mengemukakan asas-asas hukum-
jaminan. Asas-asas itu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis,
dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas Operasional dibagi
menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas
publisitas, asas spesialitet, asas totalitas, asas asessi perlekatan, asas
konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.
Pemaparan asas-asas hukum yang dikemukakan oleh Mariam Darus
Badrulzaman tidak diberikan pengertian dan penjelasan yang lengkap, namun
H. Salim H. S. dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Jaminan
di Indonesia mencoba untuk menjelaskan dan mengartikan asas-asas yang
berkaitan dengan asas filosofis, konstitusional, politis, dan operasional.

Keempat asas itu disajikan berikut ini:""

1 Ibid., hal. 10-11.
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1.

Asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh
bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;

Asas Konstitusional, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-
undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus
didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di
Indonesia, yaitu UUD 1945. Apabila undang-undang yang dibuat dan
disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut
harus dicabut;

Asas politis, yaitu asas dimana segala kebajikan dan teknik di dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan Tap MPR;

Asas Operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang

dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

PENGATURAN HUKUM JAMINAN
Pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

Di dalam Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu gadai
(Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai Pasal 1161
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Hipotik (Pasal 1162 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1232 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Pembebanan hipotik hak atas tanah
sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan adanya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan
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hipotik atas kapal laut yang beratnya 20 m> ke atas dan pesawat udara
masih berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
b. Di luar Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu meliputi :
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang
Pokok Agraria;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan

5) Buku III tentang van Zaaken (hukum benda) NBW Belanda.

4. SIFAT DAN MACAM-MACAM JAMINAN

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accessoir. Perjanjian pokok
merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga
perbankan atau lembaga keuangan non bank. Contoh perjanjian pokok adalah
perjanjian kredit.'> Perjanjian jaminan mempunyai sifat accessoir Yyaitu
perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Sifat
accessoir dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :
1. Adanya dan hapusnya perjanjian accessoir (tambahan) tergantung pada

perjanjian pokok.

2. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.

12 1bid., hal. 29.
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3. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.
4. Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, subrogatie maka perjanjian
tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.
Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus,
yaitu :
1. Jaminan Umum
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan demikian berarti
seluruh benda debitor menjadi jaminan bagi semna kreditor. Dalam hal debitor
tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditor, maka seluruh
kebendaan milik debitor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan
dibagi diantara para kreditor secara seimbang (konkuren) sesuai dengan
piutangnya masing-masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).
Jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :"
1. Para kreditor mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya
tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan

disebut sebagai kreditor yang konkuren.

' Frieda Husni Hasbullah, op. cit., hal. 10.
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2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditor konkuren mempunyai hak yang
bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap
orang tertentu.

3. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak
tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditor
konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan
undang-undang.

Pengikatan jaminan dengan jaminan umum biasanya membuat kreditor
tidak merasa cukup aman karena ia harus “bersaing” dengan kreditor-kreditor
lainnya dalam memperoleh pelunasan piutangnya, dengan kata lain kreditor
- tidak cukup merasa aman karena adanya kemungkinan piutangnya tidak dapat
dilunasi secara penuh karena disampingnya masih ada kreditor-kreditor yang
lain yang juga menuntut pelunasan piutang.

Oleh karena itu untuk mendapatkan pelunasan pembayaran piutang
yang cukup aman, seorang kreditor dapat meminta kepada debitor untuk
mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan khusus
dengan menunjuk barang-barang tertentu milik debitor sebagai jaminan
pelunasan hutang debitor. Sehingga dengan adanya jaminan khusus ini,
apabila debitor lalai membayar hutangnya, maka kreditor berhak menjual
barang-barang yang dijaminkan tersebut dan mengambil sebagian atau seluruh
hasil penjualan itu untuk pelunasan hutang debitor tanpa harus memperhatikan

kreditor-kreditor lain.
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2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dimana tersirat dalam kalimat “......kecuali diantara para
kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat
mengatur/ mengisi/ melengkapi (aanvullendrecht) karena para pihak diberi
kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang.'*

Hak jaminan khusus seperti juga hak jaminan umum tidak memberikan
jaminan bahwa tagihannya pasti dilunasi, tetapi hanya memberikan kepada
kreditor kedudukan yang lebih baik dalam penagihan karena :

a. Diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1134
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hutang piutang yang
didahulukan (bevoo'rrecht schulden) yaiw privilege.

©. Diperjanjikan yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1) Jaminan perorangan yang dapat dilakukan melalui perjanjian
penanggungan misalnya borgrocht, garansi dan lain-lain.
2) Jaminan kebendaan yang dapat dilakukan melalui perjanjian jaminan

misalnya gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan.

% Ibid, hal. 10.
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P~

Secara umum jaminan khusus mempunyai tujuan dan manfaat sebagai

berikut :"?

a.

Jaminan khusus dapat menjamin terwujudnya perjanjian pokok atau
perjanjian hutang-piutang.

Jaminan khusus melindungi kreditor (Bank) dari kerugian jika debitor
wanprestasi.

Menjamin agar kreditor (Bank) mendapatkan pelunasan dari benda-benda
yang dijaminkan.

Merupakan suatu dorongan bagi debitor agar sungguh-sungguh
menjalankan usahanya atas biaya yang diberikan kreditor.

Menjamin agar debitor menjalankan prestasi yang diperjanjikan sehingga

dengan sendirinya dapat menjamin bahwa hutang-hutang debitor dapat

dibayar lunas.

Menjamin debitor (nasabah) berperan serta dalam transaksi yang dibiayai

pihak kreditor.

SYARAT-SYARAT DAN MANFAAT BENDA JAMINAN

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada

lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang

dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah sebagai berikut :'®

15 1bid., hal. 20.
'® H. Salim HS, S.H, M.S., op. cit., hal. 27-28.
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1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang

memerlukannya;

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan
atau meneruskan usahanya;

3. Memberikan kepastian kepada kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan

untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

|
|
|

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting
dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini
dapat memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor. |

Manfaat jaminan bagi kreditor adalah sebagai berikut :'’

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup;

2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditor (Geraldine Andrews dan
Richard dalam Moh. Isnaini, 1996: 14; Sri Soedewi Masjhoen Sofwan,
1998: 2).

Yang dimaksud dengan keamanan modal adalah bahwa kredit atau
modal yang diserahkan oleh kreditor kepada debitor ditujukan agar kreditor
tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebu—t,
sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kepastian hukum adalah
memberikan kepastian bagi pihak kreditor dan debitor yaitu kepastian bagi
kreditor adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan

bunga dari debitor, sedangkan kepastian bagi debitor adalah kepastian untuk

"7 Ibid., hal 28.
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mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan serta adanya
kepastian dalam berusaha, karena dengan modal yang dimilikinya dapat
mengembangkan bisnisnya lebih lanjut.

Adapun manfaat jaminan bagi debitor dengan adanya benda jamiﬁan
itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari Bank, sehingga dapat menjalankan
usahanya dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Apabila debitor tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan
bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan cksekusi terhadap benda
jaminan. Nilai benda jaminan itu biasanya pada saat melakukan taksiran,
nilainya lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga yang tertunggak.
Namun dalam kenyataanya seringkali nilai jaminannya lebih rendah dari
hutang pokok dan bunga.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas bahwa pada dasarnya
manfaat jaminan adalah sebagai sarana perlindungan dalam pemberian kredit
dan ditujukan untuk menjamin agar kreditor tidak dirugikan apabila debitor
ingkar janji atau tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat waktu.
Selain itu juga, jaminan dapat membantu perolehan kredit oleh pihak yang
memerlukan, memberikan_ kepastian hukum kepada kreditor bahwa kredit
yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya dan bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dijual apabila perlu dilelang untuk
melunasi hutang debitor. Sarana perlindungan bagi pemberian kredit melalui

manfaat jaminan tersebut telah diberikan oleh undang-undang yaitu terdapat
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dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah

disebutkan diatas tersebut.

6. BENTUK PERJANJIAN JAMINAN

Perjanjian jaminan dapat dilakukan baik dalam bentuk lisan maupun
tertulis. Perjanjian jaminan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam
kehidupan masyarakat pedesaan, dimana masyarakat yang satu membutuhkan
pinjaman uang kepada masyarakat lainnya yang ekonominya lebih tinggi.
Biasanya perjanjian pinjaman itu cukup dilakukan secara lisan.

Sedangkan perjanjian jaminan dalam' bentuk tertulis, biasanya
dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan non bank maupun
lembaga pegadaian. Perjanjian jaminan ini dapat dilakukan dalam bentuk akta
di bawah tangan dan atau akta otentik. Biasanya perjanjian jaminan dengan
menggunakan akta di bawah tangan dilakukan pada lembaga Pegadaian.
Sedangkan perjanjian jaminan dengan akta otentik dilakukan di muka dan di
hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk
membuat akta jaminan adalah Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
A(PPAT) yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Perjanjian jaminan dengan
menggunakan akta otentik dapat dilakukan pada jaminan atas hak tanggungan,

Jaminan fidusia, dan jaminan hipotik atas kapal laut atau pesawat udara.
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7. SUMBER HUKUM JAMINAN
Sumber hukum jaminan dapat dibagi menjadi menjadi 2 (dua) macam,
yaitu :

a.  Sumber hukum jaminan tidak tertulis, yaitu hukum jaminan yang berasal
dari sumber tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan.

b.  Sumber hukum jaminan tertulis yaitu hukum jaminan yang berasal dari
sumber tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, traktat, dan
yurispudensi.

Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis, disajikan
berikut ini:'®
1. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA).

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

18 1bid., hal. 14-19.
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B. JAMINAN FIDUSIA
1. LATAR BELAKANG LEMBAGA FIDUSIA
Jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat

hukum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum

creditore dan fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang

disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in

iure cessio."

Fidusia cum creditore contracta berarti janji kepercayaan yang dibuat :
dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas i
suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas hutar.\gnya dengan |
kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembeli kepemilikan tersebut
kepada debitor apabila hutangnya sudah dibayar lunas.?’ Disini dapat dilihat
bahwa penyerahan tersebut bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh
, merupakan peralihan pemilikan, tetapi Hénya sebagai jaminan saja, bukan
; untuk dimiliki kreditor, dan menurut lembaga tersebut kreditor tidak
mempunyai kewenangan penuh seperti yang dipunyai seorang pemilik.
Sedangkan fidusia cum amico contracta artinya janji kepercayaan yang dibuat
dengan teman.
, Adapun latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana

dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang

mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan,

' Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, Cet. Ke-1,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 113.
% Ibid., hal. 113-114,
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tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti
perkembangan masyarakat.

Lembaga jaminan fidusia merupakan pengembangan dari lembaga
pand (gadai) mengingat lembaga pand (gadai) tidak dapat menampung
kebutuhan para pelaku usaha yang mana dip'erlukan lembaga jaminan yang
obyek jaminannya adalah benda bergerak tetapi benda tersebut tidak
diserahkan kepada kreditor.

Dengan adanya berbagai kelemahan dari lembaga pand (gadai)
tersebut, maka dalam praktik timbul lémbaga baru, yaitu fidusia. Di Indonesia,
lembaga fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932
(BPM-Clynet Arrest). Lahirnya arrest ini karena pengaruh asas konkordasi.
Lahirnya arrest ini karena dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang
mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah,
pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.
Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-
undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun
1999, berkenaan dengan bergulimya era reformasi.

Selain itu lembaga fldusia lahir karena adanya kebutuhan dalam
praktik yang didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut :*'

1. Barang bergerak sebagai jaminan hutang.
Jika yang mejadi obyek jaminan hutang adalah benda bergerak, maka

jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini, obyek gadai

21 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cet. Ke-2, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003),
hal. 1.
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tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditor),
sedangkan debitor masih memerlukan benda tersebut, maka lahirlah
bentuk jaminan baru dimana obyeknya benda bergerak tetapi kekuasaan
atas benda tersebut tidak beralih dari debitor kepada kreditor. Inilah yang
disebut Fidusia.
Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikkan.
Misalnya dahulu Hak pakai tidak dapat dijadikan obyek dari Hipotik.
Sehingga atas Hak Pakai tersebut diikat dengan Jaminan Fidusia.
Barang obyek jaminan hutang yang bersifat khusus.
Ada barang-barang yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak,
tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak. Misalnya,
fidusia atas pesawat terbang dahulu sebelum berlakunya Undang-undang
tentang Penerbangan nomor 15 tahun 1992, juga terhadap hasil panen
yang tidak mungkin diikatkan dengan hipotik.
Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru.
Perkembangan kepemilikan ~atas benda-benda tertentu juga tidak
selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga
ada hak-hak atas barang yang sebenarnya tidak bergerak, tetapi tidak
dapat diikatkan dengan hipotik. Misalnya, tidak dapat diikatkan dengan
hipotik atas strata title atau atas rumah susun. Maka Undang-undang
Rumah Susun Nomor 16 tahun 1985, memperkenalkan fidusia terhadap

hak atas satuan rumah susun. Tetapi dengan berlakunya Undang-undang
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Hak Tanggungan maka atas strata title dapat diikatkan Hak Tanggungan
asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Barang bergerak obyek jaminan hutang tidak dapat diserahkan.
Adakalanya pihak kreditor dan debitor sama-sama tidak kebgratan, agar
diikatkan jaminan utang berupa gadai atas utang yang dibuatkan, tetapi
barang yang dijaminkan karena sesuatu hal tidak dapat diserahkan
kepemilikannya kepada pihak kreditor. Misalnya saham perseroan yang

belum dicetak sertifikatnya. Karena itulah timbul fidusia saham.

2. LATAR BELAKANG UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pada era reformasi, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun latar belakang lahirnya undang-

undang tersebut karena :

a.

22

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas
tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang
jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;

Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai
dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada

pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak

22 H, Salim HS, S.H, M.S., 0p. cit., hal. 3-4,
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yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap
mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftar pada
Kantor Pendaftaran Fidusia.

Disebutkan juga di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa maksud ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai
berikut :

a.  Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan
fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan
untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan;

b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya,
khususnya bagi pemberi fidusia.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut, pengakuan lembaga
fidusia sebagai lembaga jaminan adalah berdasarkan yurisprudensi.
Konstruksi yuridis berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah
penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang
bergerak (milik debitor) kepada kreditor, dengan penguasaan fisik atas barang-
barang bergerak itu tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa apabila
debitor melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah
diperjanjikan, maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik

atas barang-barng tersebut kepada debitor, dan penyerahan hak milik secara
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kepercayaan ini di dalam lembaga Jaminan Fidusia dikenal dengan istilah

constitutum possessorium.

3. ISTILAH DAN PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA

Istilah fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu Jfiducie, sedangkan
dalam Bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya
kepercayaan. Istilah fidusia dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti
“Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Di dalam berbagai literatur,
fidusia lazim disebut dengan istilah fiduciare eigendom overdract (FEO),
yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

-Menurut asal katanya, Fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti
kepercayaan. Scsuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan (hukum) antara
debitor (pemberi fidusia) dengan kreditor (penerima fidusia) merupakan
hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya
bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah
diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya

bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang

berada dalam kekuasaannya.?

Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, berarti dalam
Jjaminan fidusia, benda jaminan tidak beralih tetapi hanya menjamin pelunasan
hutang debitor, apabila diperjanjikan bahwa kreditor memiliki benda yang

dijaminkan tersebut, maka perjanjiannya batal demi hukum.

» Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, loc. cit., hal. 113.
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Menurut Mariam Darus Badrulzaman, penyerahan hak milik secara
fidusia sebagai jaminan merupakan hak milik yang terbatas, dan perjanjian ini
hanya melahirkan hak jaminan dan bukan hak milik, mengingat tujuan pihak-
pihak dalam perjanjian fidusia ini bukan menciptakan hak milik, akan tetapi
hanya jaminan saja.”*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (UUJF) disebutkan pengertian tentang fidusia yaitu
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang
diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Yang diartikan
dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari
pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan
syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi
fidusia.

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah
Jaminan fidusia ini dikenal di dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yaitu “Jaminan
Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun
yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap

berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

* Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband Gadai Dan Fidusia,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal.97.
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utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari definisi yang telah disebutkan diatas tersebut dapat dilihat bahwa

fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan

fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.?* Sehingga dapat

disimpulkan juga bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah sebagai berikut:*®

a.

b.

Adanya hak jaminan;

Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang
tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan -dengan pembebanan
jaminan rumah susun;

Benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan
pemberi fidusia; dan

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut 2
Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang
Jjaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;

Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika
ada wanprestasi dari debitor;
Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia mesti

dikembalikan kepada pemberi fidusia;

> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op. cit., hal 122-123.
¢ H. Salim HS, S.H, M.S,, loc. cit., hal. 57.
27 Munir Fuady, loc. cit., hal. 4.
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d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah
hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada

pemberi fidusia.

4. FIDUSIA SEBAGAI CONSTITUTUM POSSESSORIUM

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF, di dalam jaminan fidusia terjadi
pengalihan kepemilikan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan. Sedangkan
penguasaan benda yang dijaminkan tersebut tetap di bawah kekuasaan
pemberi fidusia. Pengalihan yang dimaksudkan semata-mata untuk jaminan
pelunasan hutang bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.
Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan.cara constitutum
possessorium (Verklaring Van Houderschap). Ini berarti pengalihan hak
kepemilikan atas suatu benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima
fidusia.®® Hak milik yuridisnya ada pada penerima fidusia sedangkan hak
ekonomis pada obyek jaminan tersebut ada pada pemberi fidusia. Dan
kepemilikan atas obyek Jaminan Fidusia tersebut akan dikembalikan pada
pemberi fidusia pada saat hutang yang dijamin dengan fidusia tersebut telah
dilunasi.

Pada pemberian jaminan fidusia terjadi 2 (dua) kegiatan yaitu disatu
pihak pemberi fidusia menyerahkan hak milik atas obyek jaminan fidusia
secara kepercayaan kepada penerima fidusia, dan dilain pihak disaat yang

sama penerima fidusia meminjamkan obyek tersebut secara kepercayaan

* Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, /oc. cit., hal. 129.
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kepada pemberi fidusia untuk dipergunakan. Sehingga penyerahan

kepemilikan benda tersebut tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali, yang

disebut dengan constitutum possessorium.

Bentuk rincian dari Constitutum Possessorium dalam fidusia pada

prinsipnya dilakukan melalui proses 3 (tiga) fase sebagai berikut :%°

1.

Fase perjanjian obligator (obligatoir overeenskomst).

Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, maka jaminan fidusia diawali
oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (obligatoir overeenskomst).
Perjanjian ovefeenskomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan
jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitor) dengan pihak
penerirna fidusia (kreditor).

Fase perjanjian kebendaan (zakelijke overeenskomst).

Selanjutnya, diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (zakelijke
overeenskomst). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak
milik debitor kepada kreditor, dalam hal ini dilakukan secara constitutum
posessorium, yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.
Fase perjanjian pinjam pakai.

Dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini
benda obyek jaminan fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada
pihak kreditor dipinjampakaikan kepada pihak debitor, sehingga praktis
benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai

secara fisik oleh pihak debitor.

¥ Munir Fuady, /oc. cit., hal. 5-6.
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5. SIFAT JAMINAN FIDUSIA

Pada Pasal 4 UUJF disebutkan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan
perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban

bagi para pihak untuk memenuhi prestasi”.

Jadi disebut dengan tegas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian
ikutan atau perjanjian accessoir dari suatu perjanjian pokok. Sebagai suatu
perjanjian accessoir, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai

berikut:*°

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.

2. 'Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian
pokok.

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika
ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak

dipenuhi.

6. OBYEK DAN SUBYEK JAMINAN FIDUSIA

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (UUJF), maka yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah
benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda
dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, loc. cit., hal. 125.
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(UUJF), maka obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.
Berdasarkan undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi 2 (dua) macam,
yaitu '
a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak
tanggungan.
Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di
sini dalam Kkaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun. Subyek dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau
korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan
penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai
piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia
antara lain disebutkan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20
UUIJF. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah
sebagai berikut :
a.  Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum:
b.  Dapat atas benda berwujud;
c.  Dapat juga atas benda tidak berwujud termasuk piutang;

d. Benda bergerak;

31 Salim HS, S.H, M.S., loc. cit., hal. 64 .
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e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan Hak
Tanggungan;

f.  Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;

g. Benda atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan
diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian,
tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;

h.  Dapat atas satu jenis benda;

i.  Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;

j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia;

k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi‘ obyek
jaminan fidusia;

. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi
obyek jaminan fidusia.

Pasal 2 UUJF memberikan batas ruang lingkup berlakunya UUJF yaitu
berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda
dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat
dalam Pasal 3 UUJF yang dengan tegas menyatakan bahwa UUJF tidak
berlaku terhadap :

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda-benda tersebut wajib didaftar. Artinya bangunan di atas milik orang
lain yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
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Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) dapat
dijadikan objek jaminan fidusia;

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20
(duapuluh) M3 atau lebih;

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai.

Dengan mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan 4 serta Pasal 3 UUJF,
dapat dikatakan bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda
apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu
dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang terdaftar
maupun yang.tidak terdaflar, yang bergerak maupun tidak bergerak dengan
syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimaﬁa dimaksud dalam Pasal 314 KUH
Dagang dan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun yang menjadi subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan
penerima fidusia. Yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang
perorangan atau korporasi pemilik ben_da yang menjadi obyek jaminan fidusia,
sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perorangan
atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan

Jjaminan fidusia.
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7. PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan

Pasal 10 UUJF. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF, pembebanan jaminan

fidusia dilakukan dengan menggunakan akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan

Fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Haruslah berupa akta notaris;

b. Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia;

c.  Haruslah berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7

Identitas pihak Pemberi Fidusia, antara lain meliputi nama lengkap,
agama, tempat tinggal/ tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal
lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.

Identitas pihak Penerima Fidusia, yaitu tentang data seperti yang
disebutkan pada Pemberi Fidusia tersebut di atas.

Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta Fidusia.
Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia yaitu mengenai
macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yakni
mengenai identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya.
Ji_ka bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan
(inventory), haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas
dari benda tersebut.

Berapa nilai jaminannya.

Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
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Pembebanan jaminan fidusia dilakukan tidak lain adalah untuk
menjamin utang yang dilakukan oleh kreditor atau debitor berdasarkan
perjanjian pokok. Dalam Pasal 1 angka (7) UUJF yang dimaksud dengan
utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
sejumlah uang, baik secara 6langsung ataupun kontijen. Karena itu, utang yang
pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

a. Utang yang telah ada;

b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam
jumlah tertentu;
c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Perjanjian pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan
(accessoir) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang atau
perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi prestasi (Pasal 4 UUJF). Dengan demikian perjanjian menjadi

dasar dari pembebanan jaminan fidusia yang tunduk kepada ketentuan bagian

umum dari hukum perikatan.

Oleh karena itu di dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia harus

memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

32 galim HS, S.H, M.S., loc. cit., hal. 65.
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subyektif, yaitu
mengenai subyek (orang) yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat
yang terakhir merupakan syarat-syarat obyektif yaitu mengenai obyek

perjanjiannya sendiri.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pembebanan jaminan
fidusia dilakukan dengan menggunakan akta Jaminan Fidusia yang merupakan
akta notaris. Berdasarkan Pasal | butir (7) Undang-Undang nomor 30 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa “Akta Notaris adalah
akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata

cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Dan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

disebutkan bahwa :

“suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-
ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu
bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.
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Kekuatan pembuktian akta otentik termasuk di dalamnya akta notaris

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :*

a. Kekuatan pembuktian lahiriah (vitwendige bewijskracht)
Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu
sendri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Apabila suatu akta
kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar,
dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka

akta itu terhadap setiap orang dianggap otentik, sampai dapat dibuktikan

bahwa akta itu adalah tidak otentik.
b. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht)

Dalam arti .formal, akta itu membuktik;m kebenaran dari épa yang
disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh
notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dan juga
terjamin kebenaran dan kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda
tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir
(comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan juga

bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu.

c. Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht)
Tidak hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan
oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai

yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/ buatkan akta itu

sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

» G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. Ke-3, (Jakarta : Erlangga,
1996), hal. 55-59.
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8. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan
Pasal 18 UUJF dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi
pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat,

pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Berdasarkan Pasal 11 UUJF, benda yang menjadi jaminan fidusia baik
yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun berada di
luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan di kantor
pendaftéran ﬁdusia; hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur publisitas dan
juga merupakan jaminan kepastian kepada kreditor lainnya mengenai benda
yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Dengan kewajiban pendaftaran

fidusia ini dapat memperkecil kesempatan debitor untuk memfidusiakan ulang

atau menjual obyek jaminan tanpa sepengetahuan kreditor.

Selain itu tujuan pendaftaran jaminan fidusia antara lain sebagai
berikut :**
1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan;
2.  Untuk memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima

fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia

* Salim HS, S.H, M.S., op. cit., hal. 82-83.
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[ Pt S —

memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai

bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan

kepercayaan.®

Setiap pembebanan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia yang terletak di Indonesia, dan
pendaftarannya mencakup benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia

baik yang berada di dalam maupun yang di luar Wilayah Negara Republik

Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 UUJF, pendaftaran Jjaminan fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia, adalah kewajiban dari Penerima Fidusia termasuk kuasa
atau wakilnya. Pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan. Tanggal pencatatan inilah yang dipakai sebagai

dasar tanggal lahirnya Jaminan Fidusia.

9.  Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia
Jaminan Fidusia lahir setelah dilakukan pendaftaran pada hari yang
sama dengan hari penerimaan permohonan pendaftaran atau dengan kata lain,

jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya

jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Setelah Pendaftaran Fidusia

% Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, PP No. 86 tahun 2000, LN No. 170 Tahun 2000,
TLN No. 4005, Penjelasan Umum. ;
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dicatatkan dan diproses, maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan
menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat
Jaminan Fidusia yang diterbitkan tersebut merupakan salinan dari Buku Daftar
Fidusia, yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karena itu sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan
pembuktian yang kuat dimana jika ada alat bukti sertifikat Jaminan Fidusia
dan sertifikat tersebut sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus
ditolak. Sehingga pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal yang wajib
lahirnya jaminan fidusia adalah pada saat didaftarkan di kantor Pendaftaran

Fidusia.

10. Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Dalam pemberian kredit perbankan harus disertai adanya suatu
jaminan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga
dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang
sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi
utangnya sesuai yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap
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watak, kemampuan modal, agunan/ jaminan, dan proyek usaha dari debitor.
Mengingat bahwa agunan/ jaminan menjadi salah satu unsur jaminan
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat
diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan utangnya,
agunan/ jaminan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang
dibiayai oleh kredit yang bersangkutan,*®

Secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang
berarti “kepercayaan”.’’ Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 huruf k
Undang-undang nomor IQ tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang

nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (UU Perbankan) disebutkan :

“Kredit a'dalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan-persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga®

Dalam pemberian kredit, kreditor harus mendapatkan rasa aman atas
uang yang telah dikeluarkan tersebut yaitu dapat dibayar lunas oleh peminjam
pada waktu yang telah ditentukan. Untuk itu perlu adanya suatu jaminan
sebagai sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin timbul atas

cidera janji debitor di kemudian hari.

¢ Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan, (Bandung : CV. Mandar Maju,

1995), hal. 129-130.

3 Ibid., hal. 127.
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Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
merupakan suatu jaminan terhadap pembayaran utang-utang debitor, tanpa
diperjanjikan dan tanpa menunjuk benda khusus dari debitor. Akan tetapi pada
umumnya kreditor tidak puas dengan jaminan umum berdasarkan Pasal 1131
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

1. Benda tidak khusus.
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menunjuk
terhadap suatu barang khusus tertentu, tetapi menunjuk terhadap semua
barang milik debitor.

2. Benda tidak diblokir.
Jika dibuat jaminan hutang khusus (yang bersifat kebendaan), maka dapat
ditentukan bahwa benda tersebut tidak dapat dialihkan kecuali dengan
seizin pihak kreditor. Hal ini tidak dapat dilakukan atas jaminan umum
berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Jaminan tidak mengikuti benda.
Jika telah dibuat jaminan hutang khusus (yang bersifat kebendaan), maka
apabila benda obyek jaminan utang dialihkan kepada pihak lain oleh
debitor, maka hak kreditor tetap melekat pada benda tersebut, terlepas di
tangan siapapun benda tersebut berada. Sifat perlekatan kepada benda ini

tidak dimiliki oleh jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.
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4. Tidak ada kedudukan preferens dari kreditor.
Terhadap pemegang jaminan utang yang khusus (yang bersifat
kebendaan) oleh hukum diberikan hak preferens. Artinya kreditornya
diberikan kedudukan yang lebih tinggi (didahulukan) pembayaran
hutangnya yang diambil dari hasil penjualan benda jaminan hutang,
sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda jaminan hutang baru
dibagikan kepada kreditor lainnya. Dalam jaminan umum berdasarkan
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan preferens
dari kreditor tersebut tidak ada.®
Berdasarkan pertimbangan tersebut dj atas, maka pihak kreditor
cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitor
sebagai dasar pemberian kredit dan sebagai sarana pengaman (back up) dalam
rangka pemberian kredit agar pembayaran hutangnya menjadi aman. Jaminan

khusus yang dapat diminta oleh kreditor kepada debitor dapat berupa hipotik,

fidusia, hak tanggungan atau gadai.

11. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitor) dan Penerima Fidusia

(Kreditor)
A. Pemberi Fidusia (Debitor)

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUJF, yang dimaksud dengan pemberi

fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi

obyek Jaminan Fidusia.

3 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi,
Cet. Ke-l, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 137-138.
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Menurut UUJF, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi fidusia

yang menjaminkan obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1) Hak-hak pemberi fidusia (debitor), antara lain :

a)

b)

d)

a)

Pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia (Pasal 1 angka 1).

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi
obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim
dilakukan dalam usaha perdagangan (Pasal 21 ayat (1)) sepanjang
benda tersebut termasuk benda persediaan (Penjelasan Pasal 6 huruf c).
Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kcv-ajiban
Penerima Fidusia kepada kreditor baru (Pasal 19 ayat (1)).

Pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, dan
mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau melakukan penagihan atau
melakukan kompromi atas piutang, apabila disetujui oleh penerima

fidusia (Pasal 23 ayat (1)).

2) Kewajiban-kewajiban pemberi fidusia (debitor), antara lain :

Pemberi fidusia dalam membebankan benda dengan Jaminan Fidusia
harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan

merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1)).
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b)

d)

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia (Pasal 23
ayat (2)) dan kecuali benda tersebut merupakan benda persediaan
(Pasal 21 ayat (1)).

Pemberi fidusia wajib mengganti benda yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia yang telah dialihkan dengan obyek yang setara (Pasal 21 ayat
(3))-

Pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek
Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia
(Pasal 30).

Pemberi fidusia (debitor) tetap bertanggung jawab atas utang yang
belum terbayar, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk

pelunasan utang (Pasal 34 ayat (2)).

B. Penerima Fidusia (Kreditor)

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJF, yang dimaksud dengan penerima

fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang

yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Menurut UUJF, hak-hak dan kewajiban-kewajiban penerima fidusia

yang menerima obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut :
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1) Hak-hak penerima fidusia (kreditor), antara lain:

a) Penerima fidusia menerima jaminan fidusia yang meliputi hasil dari
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, kecuali diperjanjikan lain
(Pasal 10 huruf a).

b) Penerima fidusia menerima jaminan fidusia yang meliputi klaim
asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
diasuransikan, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 10 huruf b).

c) Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk
menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya
sendiri karena dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (Pasal 15).

d) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor
lainnya yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, hak yang tidak
hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia
(Pasal 27).

€) Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas tindakan atau
kelalaian Pembert fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual

atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan
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2)

penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia (Pasal 24).
Penerima fidusia berhak mendapatkan penggantian atas pengalihan

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia oleh Pemberi fidusia

dengan obyek yang setara (Pasal 21 ayat 3)).

Kewajiban-kewajiban penerima fidusia (kreditor), antara lain :

a)

b)

d)

Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya berkewajiban melakukan
permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan
pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 13 ayat (1)).

Penerima Fidusia- wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas
perubahan tersebut kepada Kantor Pendafiaran Fidusia, apabila terjadi
perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia (Pasal 16 ayat (1)).

Segala hak dan kewajiban Penerima fidusia demi hukum beralih

kepada kreditor baru apabila terjadi pengalihan hak atas piutang yang

dijamin dengan fidusia (Pasal 19 ayat (n).

Penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan nilaj penjaminan
kepada Pemberi fidusia apabila hasil eksekusi melebihi nilai

penjaminan (Pasal 34 ayat (1)).
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12. Pengalihan, Hapusnya dan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia
A. Pengalihan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur di dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24
UUIJF. Pengalihan hak atas utang (cession), yaitu pengalihan piutang yang
dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud
dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan
dalam rangka kegiatan usahanya.*

Pengalihan hak atas piutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan
oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditor baru) sehingga
beralihnya hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut

- akan mengakibatkan beralihnya jaminan fidusia kepada kreditor baru, hal ini
merupakan sifat accessoir dari jaminan fidusia yang timbul, beralih dan
hapusnya adalah mengikuti perjanjian pokoknya (Pasal 19 UUJF). Demikian
juga dengan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia, walaupun benda

| tersebut dialihkan atau beralih dengan cara apapun, maka jaminan fidusia

tetap melekat pada benda tersebut (Pasal 20 UUJF).

B.Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak
berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 3 (tiga) sebab hapusnya jaminan fidusia,

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF, yaitu :

* Salim HS, S.H, M.S., op. cit., hal. 87.
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1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud dengan
hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti
hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor;

2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;

3. Musnahnya benda yang menjadi obyeﬂk jaminan fidusia. Musnahnya
benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi;*

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi
kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan
secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan
fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu
dilakukan paling lambat.7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang
bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya
jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada
2 (dua) hal yang dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu :*

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku

daftar fidusia; dan

2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari

buku daftar fidusia, Kantor Pendaﬁaran_ Fidusia menerbitkan surat

keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang

bersangkutan tidak berlaku lagi”.

0 Ibid., hal. 88.
4 Ibid., hal. 88-89.
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C. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal
34 UUJF. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan
dan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Yang menjadi
penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitor atau
pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada

waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberi somasi.*?

Berdasarkan Pasal 29 UUIJF, apabila debitor cidera janji, eksekusi
terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan

cara sebagai berikut, yaitu : _

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditor. Dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia tercantum kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, berarti Sertifikat Jaminan Fidusia
tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga
Apabila debitor cidera janji maka kreditor penerima fidusia dengan
memegang titel eksekutorial ini dapat langsung mengeksekusi obyek
jaminan fidusia tersebut yaitu dengan menjual benda yang menjadi obyek

Jjaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 UUJF).

2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui pelelangan

dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut;

2 1bid., hal. 90.
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Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor), apabila dengan

cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan
para pihak dengan syarat, yaitu :

a. Pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1
(satu) bulan sejak diberitahukan secara terbuka oleh Debitor dan
Kreditor;

b. Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar.

Dalam praktik, biasanya eksekusi benda jaminan fidusia yang sering

dilakukan oleh para kreditor penerima fidusia (bank) adalah dengan parate

eksekusi yaitu dengan cara penjualan di bawah tangan karena dengan

penjualan di - bawah tangan dapat  diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan bagi para pihak baik pemberi maupun penerima fidusia,
selain itu juga proses penyelesaian yang lebih cepat dan tidak ada bea lelang.
Hal ini juga diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf ¢ UUJF.

Berdasarkan Pasal 34 UUJF, ada 2 (dua) kemungkinan dari hasil
pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :
1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan:

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai jaminan maka penerima fidusia

(kreditor) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi

fidusia (debitor).

* Ruhari, Bank Mandiri, wawancara dengan Penulis, Jakarta, 30 Mei 2008.
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2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor;
Dalam hal hasil eksekusi benda jaminan tidak mencukupi untuk melunasi
utang debitor maka berdasarkan prinsip hukum jaminan, debitor tetap
bertanggung jawab untuk melunasi sisa utangnya yang belum terbayar

dengan seluruh harta miliknya yang lain.

C. Kasus Posisi Pengikatan Jaminan Fidusia Atas Piutang Yang Belum
Efektif

PT. Citra Waspphutowa merupakan perusahaan patungan yang berasal
dari kerja sama konsorsium pemenang tender investasi proyek jalan tol
Depok-Antasari, sesuai dengan SK.Men-PU No.JL.0103-MN/554. Perusahaar
patungan tersebut telah disepakati melalui Perjanjian Usaha Patungan
berdasarkan akta notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H. No. 10 tanggal 13
Januari 2006, yang melibatkan lima perusahaan yaitu: PT. Citra Marga
Nusapala Persada Tbk, PT. Waskita Karya (Persero), PT. Pembangunan
Perumahan (Persero), PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Bosowa Trading
Internasional, yang masing-masing perusahaan memiliki reputasi pada
bidangnya masing-masing.

Dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang telah berpengalaman di
dalam maupun luar negeri, PT. Citra Waspphutowa yang juga merupakan
anak perusahaan dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Tbk
mengambil peran dalam pembangunan Jalan Tol, dalam hal ini Jalan Tol

Depok-Antasari sepanjang 22,82 kilometer. Oleh karena itu dalam rangka
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proyek pembangunan jalan tol tersebut, PT. Citra Wassphutowa membutuhkan
pinjaman/ kredit dari Bank.

Dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol yang meliputi
Jakarta-Depok-Bogor untuk ruas jalan Aﬁtasari-Depok—Bogor senilai Rp. 2,63
triliun tersebut, PT. Citra Waspphutowa menunjuk PT. Bank Mandiri Tbk
sebagai pemimpin pengatur (lead arranger) untuk pinjaman sindikasi sebesar
Rp. 1,8 triliun yang dialokasikan bagi pembangunan jalan tol Depok-Antasari
tersebut.

Komposisi pembiayaan jalan tol senilaj Rp. 2,63 triliun tersebut terdiri
dari 32% yang berasal dari self financing  PT. Citra Waspphutowa yaitu
sebesar Rp. 834.071.000.990,00 dan 68% yang merupakan kredit investasi '
sindikasi yaitu sebesar Rp. 1.795.929.000.000,00. Jangka waktu kredit
maksimal 11 (sebelas) tahun termasuk di dalamnya masa grace period 2 (dua)
tahun. Sindikasi untuk membiayai PT. Citra Waspphutowa selaku opérator
Jalan tol Antasari-Depok tersebut dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat (disingkat PT. Bank J ABAR).

Melalui perjanjian pembiayaan (perjanjian k_redit), ketiga bank tersebut
sepakat mengucurkan kredit sindikasi sebesar Rp. 1.795.929.000.000,00
kepada PT. Citra Waspphutowa untuk pembiayaan pembangunan jalan tol
ruas Antasari-Depok-Bogor. Dalam perjanjian pembiayaan (perjanjian kredit)
tersebut, Bank Mandiri sebagai lead manager mengambil porsi sebesar

66,70% atau setara Rp. 1.197.929.000.000,00 sedangkan BRI sebagai
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manager mengambil porsi sebesar 24,95% atau setara Rp. 448.000.000.000,00
dan Bank JABAR sebagai participant sebesar 8,35% atau setara
Rp. 150.000.000.000,00. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Joint Lead
Arranger pada transaksi ini adalah Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas
(Mandiri Group).

Dalam rangka pemberian kredit tersebut, PT. Citra Waspphutowa
menyerahkan jaminan berupa tagihan atau pendapatan jalan tol yang akan
dibangun tersebut, oleh karena jalan tol tersebut belum efektif beroperasi
karena saat ini masih dalam taraf pembangunan (menurut rencana baru akan
beroperési pada awal bulan oktober 2009), maka pengikatan jaminannya

- dilakukan melalui lembaga jaminan fidusia yaitu berdasarkan akta jaminan
fidusia yang bersangkutan tertanggal 2 Mei 2007. Pengikatan jaminan atas
obyek jaminan fidusia yang belum efektif tersebut dilakukan untuk memenuhi
persyaratan dalam pemberian kredit perbankan. Disamping itu juga sebagai
sarana pengaman (back up) bagi pihak Bank. Adapun yang akan dibahas
dalam penulisan ini adalah mengenai cara pengikatan jaminannya dan

kedudukan Bank selaku kreditor penerima jaminan fidusia tersebut.

D. Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang

Yang Belum Ada Secara Efektif
Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
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berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dalam pemberian kredit, éda faktor 5 (lima) C yang harus dipenuhi
dan menjadi bahan pertimbangan Bank yaitu antara lain :
1. Character
Adalah bahwa calon nasabah memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi
yang baik. Penilaian karakter dilakukan untuk mengetahui tingkat
kejujuran, integritas, dan kemauan calon debitor untuk memenuhi
kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi mengenai karakter ini
dapat diperoleh bank dari riwayat hidup, riwayat usaha, riwayat

pemenuhan kewajiban dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

2. Capacity

Adalah kemampuan calon nasabah (pemohon kredit) untuk mengendalikan,
menguasai bidang usahanya serta kesungguhannya dan dapat melihat
perspektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan
baik serta dapat pula memberikan keuntungan, sehingga dengan demikian
ia akan dapat membayar kreditnya sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilaksanakan dengan
pendekatan materiil, yaitu menilai posisi neraca, laporan rugi-laba, dan

arus kas (cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir. Dari sini dapat
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diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, rentabilitas usaha

serta tingkat risikonya.

3. Capital
Adalah jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Makin
besar modal sendiri dalam perusahaan tertentu semakin tinggi
kesungguhan nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih
yakin untuk memberikan kredit.** Dalam hal ini pihak bank harus terlebih
dahulu melakukan penelitian terhadap permodalan pemohon kredit.
Penyelidikan tersebut tidak hanya didasarkan pada besar kecilnya
permodalan, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada bagaimana distribusi.
modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang
telah ada dapat bergerak secara efektif. Hal ini semua perlu diketahui oleh
bank, mengingat peranan modal sendiri dapat mempengaruhi kemampuan

dan kesungguhan kredit pemohon kredit dalam menjalankan usahanya.

4. Collateral
Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian suatu kredit di mana ia
merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin timbul
atas cidera janjinya nasabah di kemudian hari, misalnya di kemudian hari
terjadi kemacetan kredit. Jaminan di sini diharapkan mampu menutup sisa

pinjaman baik pokok maupun bunganya.

44 Bank Mandiri, Joc. cit., hal. 2.
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5. Condition of Economy

Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemohon
kredit (calon nasabah) perlu juga mendapatkan perhatian/ perhitungan dari
pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi
ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik,
ekonomi, dari suatu periode waktu tertentu dan perkiraan yang akan terjadi
pada waktu mendatang. Di sini bank akan mempelajari pula tingkat
persaingan dan keadaan pasar dari usaha serta segala keadaan ekstern
perusahaan yang diperkirakan akan mempengaruhi jalannya usaha di
kemudian hari. v %

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu unsur
yang harus dipenuhi dan menjadi bahan pertimbangan Bank dalam rangka
pemberian kredit perbankan adalah jaminan (collateral). Pemenuhan unsur
jaminan (co!larera!) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam
setiap pemberian kredit perbankan adalah beralasan, yaitu sebagai sarana
perlindungan dalam pemberian kredit dan ditujukan untuk menjamin agar
kreditor tidak dirugikan apabila debitor ingkar janji atau tidak mampu
mengembalikan pinjamannya tepat waktu. Selain itu juga, jaminan dapat
membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan yaitu debitor, dan
memberikan kepastian hukum kepada kreditor bahwa kredit yang diberikan

benar-benar terjamin pengembaliannya dan bahwa barang jaminan setiap
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waktu tersedia untuk dijual apabila perlu dilelang untuk melunasi utang
debitor tersebut.

Pada kasus pemberian kredit sindikasi sebesar
Rp. 1.795.929.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima milyar
sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) oleh PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk selaku Joint Lead Arranger bersama 2 (dua) Bank lainnya yaitu
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat (disingkat PT. Bank JABAR) kepada PT. Citra Waspphutowa dalam
rangka pembiayaan pembangunan jalan tol untuk ruas Depok — Antasari
tersebut, kmditor memperoleh jaminan berupa pendapatan yang bersumber
dari hasil pengoperasian jalan tol tersebut. Jaminan berupa pendapatan yang
bersumber dari hasil pengoperasian jalan tol tersebut diikat secara fidusia
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 UUJF.

Rincian fasilitas kredit sebesar Rp. 1.795.929.000.000,00 tersebut

adalah sebagai berikut :

. Kredit Investasi sebesar Rp. 1.624.681.000.000,00, dan

2.  Kredit Investasi Interest During Construction sebesar

Rp. 171 .248.000.000,0_0.
Fasilitas kredit tersebut diikat dengan perjanjian kredit sindikasi
tertanggal 2 Mei 2007 sebagai perjanjian pokoknya dan diikat juga dengan
perjanjian jaminan fidusia tertanggal 2 Mei 2007 sebagai perjanjian

tambahannya (accessoir).
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Dalam perjanjian (akta) jaminan fidusia harus dicantumkan mengenai
data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, uraian mengenai benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan berikut nilai benda
yang menjadi jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan data-data yang dimuat
dalam perjanjian (akta) jaminan fidusia tersebut diperlukan untuk melakukan
pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan
sertifikat jaminan fidusia bagi kreditor penerima jaminan fidusia.
Pendaftaran jaminan fidusia tersebut menjadi sangat menentukan ada
tidaknya pembebanan jaminan fidusia, karena pendafaran menjadi saat
lahirnya fidusia. Jadi fidusia belum lahir hanya dengan adanya akta jaminan
fidusia tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu pendaftaran
jaminan fidusia menjadi sangat penting bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank JABAR selaku
kreditor penerima fidusia, yaitu diantaranya :45
1. Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan menjamin
pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijaminkan.

2. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada
penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan.

3. Memberikan hak yang didahulukan kepada terhadap kreditor preferent.

4.  Untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialis.

5. Untuk memberikan kepastian tentang status fidusia sebagai jaminan

kebendaan.

43 Frieda Husni Hasbullah, /oc. cit., hal. 79,

70

Pengikatan jaminan..., Ratna Indah Hariyanti, FH Ul, 2008



6. Memberikan rasa aman kepada kreditor penerima jaminan fidusia dan
| pihak ketiga yang berkepentingan serta masyarakat pada umumnya.

Pada pembebanan jaminan fidusia yang terjadi dalam kasus ini adalah
bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia belum ada atau dengan kata
lain belum efektif karena jalan tol yang dibiayai dengan kredit tersebut masih
dibangun dan belum selesai sampai sekarang, sehingga jalan tol tersebut
belum bisa beroperasi dan menghasilkan pendapatan, padahal pendapatan dari
jalan tol tersebut yang dijadikan obyek jaminan fidusia dalam pembebanan
jaminan fidusia ini. Supaya akta jaminan fidusia dapat didaftarkan di kantor
pendaftaran fidusia, maka harus terlebih dahulu dibuat perjanjan (akta)
jaminan fidusianya, dimana untuk hal itu harus ada nilai dari benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu untuk memenuhi
persyaratan pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia,
maka dibuatlah Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang memuat perkiraan nilai
benda atau nilai proyeksi pendapatan yang merupakan obyek jaminan fidusia
tersebut.

Daftar obyek jaminan fidusia tersebut disusun supaya jaminan fidusia
tersebut dapat dibuatkan akta jaminan fidusia dan dapat didaftarkan di kantor
pendaftaran fidusia. Daftar obyek jaminan fidusia tersebut menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari akta jaminan fidusia tertanggal 2 Mei 2007 yang
telah ditandatangani oleh dan antara PT. Citra Waspphutowa sebagai pemberi
fidusia dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Jaminan yang

bertindak untuk dan atas nama penerima fidusia.
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Adapun susunan Daftar Obyek Jaminan Fidusia tersebut adalah

sebagai berikut :

Jenis/ Periode Tagihan Nilai Proyeksi Obyek Fidusia

Tagihan yang bersumber dari | Rp. 1.795.929.000.000,00

pendapatan jalan tol

TOTAL Rp. 1.795.929.000.000,00

Berdasarkan perkiraan nilai benda atau nilai proyeksi (pendapatan)
obyek fidusia yang dimuat di dalam Daftar Obyek Jaminan Fidusia tersebut,
maka pengikatan jaminan fidusia dapat dilakukan sehinggga dengan ini
jaminan yang berupa tagihan atau piutang yang bersumber dari pendapatan
jalan tol yang belum efektif beroperasi tersebut dapat dibuatkan akta
pengikatan jaminannya dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia serta
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Lead Arranger dalam pemberian
kredit sindikasi tersebut sekaligus selaku kreditor penerima fidusia dapat
memperoleh sertifikat jaminan fidusia untuk mendapatkan jaminan kepastian

hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian kredit kepada

PT. Citra Waspphutowa tersebut.
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E. Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditor

Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia Atas Piutang Yang Belum Efektif
1. Kedudukan Bank Sebagai Kreditor

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditor
mempunyai hak penuntutan pemenuhan hutang terhadap seluruh harta
kekayaan debitor yang dipakai sebagai jaminan baik yang berwujud benda
bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda-benda yang telah ada
maupun benda-benda yang akan ada. Hak-hak jaminan yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada yang bersifat hak kebendaan dan
hak perorangén. Yang tergolong jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah
hipotik, creditverband, gadai, dan fidusia sedangkan jaminan yang bersifat
perorangan adalah borghtocht (perjanjian penggunaan), perutangan tanggung
menanggung, dan perjanjian garansi.

Dalam jaminan kebendaan, kreditor mempunyai hak penuh terhadap
harta benda debitor mengingat perjanjian kebendaan merupakan hak mutlak
atas suatu benda tertentu yang dijadikan obyek jaminan untuk suatu ketika
dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran utang apabila debitor
melakukan cidera janji. i

Fidusia termasuk jenis jaminan yang timbul karena adanya perjanjian
pokok. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap kreditor
penerima fidusia, UUJF memberikan aturan-aturan yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan hukum kepada kreditor penerima fidusia.

Perlindungan hukum ini diperoleh kreditor penerima fidusia pada saat lahirnya
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jaminan fidusia yaitu dengan didaftarkannya jaminan fidusia di Kantor
Pendaftaran Fidusia. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan
oleh UUJF adalah adanya pemberian hak mendahului bagi kreditor penerima
fidusia yang diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 UUJF.

Adapun yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima
fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia. Dari definisi ini jelas bahwa hak mendahului
adalah hak untuk mengambil pelunasan piutang yang diutamakan/
didahulukan kepada penerima fidusia. Tetapi apabila benda yang sama
dijadikan obyek jaminan fidusia lebih dari saty jaminan fidusia, maka hak
yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya
pada Kantor Pendaftaran Fidusia.*®

Secara teori dan menurut hukum, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Bank JABAR selaku kreditor
penerima fidusia mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferent yaitu
sebagai kreditor yang mempunyai hak yang diberikan oleh UUJF yaitu hak
yang didahulukan/ diutamakan dalam mendapatkan pelunasan piutangnya
daripada kreditor-kreditor lainnya. Hal ini karena PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk selaku agen jaminan telah mendaftarkan obyek jaminan fidusia yang
berupa tagihan atau piutang tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga
apabila PT. Citra Waspphutowa selaku debitor cidera janji atau melakukan

wanprestasi, maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat

46 H. Salim HS, S.H., M.S., loc. cit., hal. 89.
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Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank JABAR mempunyai hak yang
didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya dalam memperoleh pelunasan
piutangnya.

Namun bisa terjadi kemungkinan kedudukan PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk beserta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank
JABAR selaku kreditor penerima fidusia menjadi tidak preferent seperti yang
seharusnya, yaitu dalam hal apabila PT. Citra Waspphutowa selaku debitor
tersebut cidera janji atau melakukan wanprestasi karena mengalami default
pada saat proyek jalan tol tersebut belum beroperasi secara komersial (proyek
pembangunannya masih berjalan), sehingga pembangunan jalan tol tersebut
menjadi terhenti dan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang menjadi
obyek jaminan fidusia tersebut. Jika hal ini sampai terjadi, maka kedudukan
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk beserta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk dan PT. Bank JABAR yang semula merupakan kreditor preferent menjadi
kreditor konkuren, yaitu harus bersaing dengan kreditor-kreditor lainnya
seperti kontraktor pembangun jalan tol tersebut yang juga mempunyai
penagihan piutang terhadap PT. Citra Waspphutowa untuk mendapatkan
pelunasan piutangnya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang menjadi obyek
Jaminan fidusianya belum efektif ada/ belum ada secara nyata, sehingga tidak
dapat ditagih untuk melunasi piutangnya. Jadi walaupun secara hukum dan
teori, kedudukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk beserta PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank JABAR adalah kreditor preferent

karena memegang sertifikat jaminan fidusia selaku kreditor penerima fidusia,
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akan tetapi jika keadaan default dari debitor sampai terjadi di saat jalan tol
tersebut belum efektif beroperasi secara komersial, maka kedudukan kreditor
yang semula preferent menjadi konkuren dalam hal mendapatkan pelunasan

piutangnya karena pendapatan yang menjadi jaminan fidusia tersebut belum

ada secara riil/ nyata.

Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka tentu saja PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk termasuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan
PT. Bank JABAR akan mengalami kerugian yang luar biasa. Oleh karena itu,
untuk mencegah hal tersebut agar jangan sampai terjadi, maka PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan
PT. Bank JABAR melakukan peagawasan terhadap obyek jaminan fidusia
yaitu dengan cara senantiasa mengawasi keadaan usaha PT. Citra
Waspphutowa selaku debitor baik dengan cara mengawasi dan memantau
sendiri secara intensif jalannya proyek pembangunan jalan tol tersebut
maupun dengan cara menggunakan jasa konsultan pengawas untuk mengawasi
dan memantau proyek pembangunan jalan tol ruas Depok-Antasari tersebut

sehingga tanda-tanda/ indikasi default dapat segera terdeteksi, dan kerugian

tidak perlu sampai terjadi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditor
Bank sebagai kreditor pemegang hak jaminan, dalam hal ini
merupakan kreditor penerima jaminan fidusia, mempunyai kedudukan yang

diberikan oleh UUJF yaitu sebagai kreditor yang preferent. Namun apabila
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PT. Citra Waspphutowa selaku debitor tersebut cidera janji atau melakukan
wanprestasi karena mengalami default pada saat proyek jalan tol tersebut
belum beroperasi secara komersial (proyek pembangunannya masih berjalan),
sehingga pembangunan jalan tol tersebut menjadi terhenti dan tidak dapat
menghasilkan pendapatan yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka
kedudukan Bank yang semula preferent menjadi konkuren karena tidak
tersedianya obyek jaminan secara riil/ nyata. Hal ini mengakibatkan kreditor
berpotensi mengalami kerugian.

Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk mengatasi keadaan
tersebut diatas adalah kreditor selaku pihak yang memberikan kredit dalam
proyek-pembangunan jalan tol tersebut dapat meminta hak konsesi yang
dimiliki oleh PT. Citra Waspphutowa selaku debitor yang diberikan oleh
Pemerintah, sebagai jaminan disamping jaminan yang berupa tagihan atau
pendapatan yang akan dipercleh apabila jalan tol tersebut sudah efektif
beroperasi,

Sehingga dengan adanya hak konsesi tersebut, apabila PT. Citra
Waspphutowa selaky debitor mengalami cidera janji karena terjadinya default,
maka Bank selaku kreditor dapat mengalihkan hak konsesi tersebut atas
Persetujuan Pemerintah dalam hal ini BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)
kepada pihak lain/ investor lain yang dinilai mampu untuk melanjutkan proyek
pembangunan jalan to] tersebut, sehingga keadaan yang berpotensi

menimbulkan kerugian kepada Bank selaku kreditor tidak perlu sampai

terjadi.
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BAB 11

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam setiap
pemberian kredit perbankan kepada debitor, Bank selaku kreditor
wajib meminta jaminan dari debitor sebagai sarana pengaman (back
up) bagi pelunasan kreditnya. Begitu juga dengan PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk yang memberikan kredit secara sindikasi kepada
PT. Citra Waspphutowa bersama 2 (dua) Bank lainnya yaitu PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank JABAR. Dalam
pemberian kredit tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku
agen jaminan dan Lead Arranger yang ditunjuk dalam perjanjian
kredit sindikasi tersebut meminta jaminan berupa pendapatan yang
akan diterima oleh PT. Citra Waspphutowa yang bersumber dari hasil

pengoperasian jalan tol yang dibiayai dengan kredit sindikasi tersebut.
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Agar memenuhi persyaratan/ ketentuan sebagai jaminan dan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
serta PT. Bank JABAR selaku kreditor mempunyai hak preferent
terhadap jaminan tersebut, maka berdasarkan Pasal 9 UUIJF,
pendapatan yang akan diterima dari hasil pengoperasian jalan tol
tersebut harus diikat secara fidusia dan didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia. Oleh karena pendapatan yang dijadikan jaminan
tersebut belum ada secara riil/ nyata, maka dibuatlah Daftar Obyek
Jaminan Fidusia yang memuat nilai proyeksi obyek jaminan fidusia
tersebut untuk memenuhi persyaratan agar pengikatan yang dilakukan
secara fidusia menjadi sah dan akta jaminan fidusia dapat dibuat dan
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga para kreditor
tersebut mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang dapat
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Dengan mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran
Fidusia dan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, maka PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan
PT. Bank JABAR mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferent.
Naml;n hak preferent yang dimiliki oleh para kreditor tersebut akan
berubah menjadi konkuren apabila PT. Citra Waspphutowa selaku
debitor mengalami default atau cidera janji karena tidak dapat
menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol untuk ruas Depok-

Antasari yang dibiayai dengan fasilitas kredit sindikasi tersebut,
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sehingga pendapatan yang menjadi obyek fidusia tersebut tidak ada
secara nyata/ riil, akibatnya para kreditor tersebut harus bersaing
dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pelunasan

piutangnya.

B. SARAN

Saran Penulis kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank JABAR selaku kreditor adalah

sebagai berikut :

1.

Agar hak preferent yang dimiliki para kreditor tersebut 'tidak berubah
menjadi konkuren, maka obyek jaminan fidusia harus ada secara nyata/
riil. Oleh karena obyek jaminan fidusia dalam hal ini belum ada secara
nyata/ riil, maka para kreditor harus terus melakukan pengawasan
secara intensif terhadap proyek pembangunan jalan tol tersebut agar
proyek pembangunan jalan tol bisa selesai pada waktu yang ditentukan
dan menghasilkan pendapatan secara riil/ nyata yang digunakan
sebagai sumber pelunasan kredit.

Untuk lebih menjamin pelunasan fasilitas kredit yang diberikan, para
kreditor harus meminta jaminan lain berupa hak konsesi yang dimiliki
debitor yang diperoleh dari pemerintah sehingga apabila debitor
mengalami default atau gagal bayar sebagai akibat tidak selesainya

pembangunan jalan tol yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut,
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kreditor dapat mengalihkan hak konsesi tersebut kepada pihak ketiga/

investor lain dengan persetujan pemerintah.
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fid-jlto.sin/7-5
AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS TAGIHAN JALAN ‘TOL

Nomor

-pada hari ini,
pukul WIB
- Waktu Indonesia Barat).
~Berhadapan dengan Saye, —-TTTToToomsmssssssessoooceem oo
——Doktorandus , Sarjana Hukum, Magister Hukum,--
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
saya, No+taris kenal, yang nama-namanya akan disebut pada ------
bagian akhir akta ini 1 —-mmmmmmmmomee e
1. -Tuan Doktorandus . Akuntan, Magister -------

Managemen, lahir di Buleleng, pada tanggal 10-08-1952 -=----

(sepuluh Agustus seribu sembilanratus limapuluh dua), =---=--
swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Taman Asri ---
Blok E IV nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Cipadu Jaya, Kecawatan Laranjan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 32.75.13.1008.06234, =---caoao___
Warga Negara Indonesia, —= - --rmemeeccc e m e e
untuk sementara berada di Jakarta, --—=-——eeeemm ..
mrenurut kceterangannya dalam hal ini becrtindak selaku =---=w=-
pirektur Utama yang mewakili Direksi dsri dan karenanya -~--~
untuk dan atas nama perseroan terbatas: --------—-eo________
wpT. CITRA WASPPiHUTOWA", berkedudukan dan berkantor pusat --
di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam: --
_Berita Negara Republik Indonesia tancgal 24-11-2006
(dvapuluh empat Nopember dua ribu enam) nomor 94, ---—ee____
Tambahan nomor 12 20I0F - - NGt — ~ e e e e e
dan kemudian diubah dengan akta nomor 4 tanggal ~--—--ceoo___
01-04-2007 {empat I\pr:El dua Ii.bl.l tejuly,  vang diiuat
dihadapan saya, Notavris, yang hingga saat ini belum
mendapat pengesahan 4ari pihak yang be:wenang,
dan untuk melakukan ‘:in(l{tl:qn Tkum -;ia].am aita ini telah ----
mendapat pcrsetujllal‘l Jdari bhevian Kmfusaris perserman terbatas
tersebut, sebacaimana teriyata dari surat Persetujuan =-----
pewan Komisaris yanda dibnar dibawah targan Nomo: 2-5PH-HKOS-
tanggal 30-03-2007 (Uigapulubk Maret dua ribu tigeh), —-awoaoo
bericeterai cukup yang dilekatzan pada minura akia faya, ----
Jotaris, tanggal hari ini diblawah nome: 1, -—-enl ol T ____
(selanjutnya PT. CITRN WASLDPHUTOWA texscbut beri:ut segenap-
penqganf_i cdan penerus halzl‘\ya ;‘;elanjutnya disebut sebagai ---
wpebitur” atau "pemberi Fidusia®™)., ee-coeemoo T _____
(L. Tuan Sarjana Ekonomi, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 04-03-1955 (empat Maret seribu sembilanratuys ---
limapuluh lima), Group Head-Corporate Banking I Group =--
perusahaan Persercan (Persero) PT. BANK MANDIRI Tbk, ---
disingkat PT. BANK MANDIRI (Perserv) Thk. tersebut —----
dibawah ini, ber*empat tinggal di Jakarta Pusat,

Jalan Masjid V numor %, Fukun Tetengga 005,

Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Yecamatan ~-

Tanah Abang, pemcgang Kartu Tanda Penduduk HOMOY == me—e e
09.5007.040355.0260, Warga Negara indonesi,,
menurut keterangannya dalam hal ini bertindal mceceeeoo_
perdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan Noma:y : Soeceeo_o_
Sh.DIR/014/2307 tanggal 30-01-2007 {tigapulun Januari -

"dua ribu tujuh), selaiu wuasa derd dan karenanya untup -

dan atas nama Perusahaan PerSeroan (Perserc: «—eeooe_.._._

PT. BANK MANDIRI Thk., disingkat - --e--aooo___________

PT. RANK MANDIRT (Ferrere) Thk,, --~------—----~~---..--_-;
hevkcdudukan dan berkantor pusat da Jakavty, ceecccoao_oo

yang anggaran dacsar dan perubahannya telah diwmumkan ---

Al A & mm o T T T T T T T T e e e e e e

~Akta tanagaal dua Oktebe. sevibu sembilanrgarae
sembilanpuluh delapan (02-10-1998) Nomor Lo, yang dibuat
dihadapan SUTJIPTQ, Sarjaua Hukum, Notaris 4i Jakarta, -
dan telah mendapat persetujvan dari Menteri Kchakiman'--
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tanggal dua Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh -
delapan (02-10-1998) Nomor : C2-16561.HT.01.01 TH.98; -
-Berita Negara Republik Indenesia tanggal 04-12-199f ---
(empat Desember seribu sembilan ratus sembilanpuluh ----
delapan) ncocmor 97, Tambahun nomor 3859; —--cvmmmoo oo
-Berita Negecra Republik Indonesia tanggal 24-09-1999 -
(duapuluh empat September seribu sembilanratus ---————-—--
sembilanpuluh sembilan) nomor 77, Tambahan nomor 252;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-12-2001 ---
(delapanbelas Desember duaribu satu) nomor 101, ---—-ac-
Tambahan nomor 491; —--c-o—mm o mmme oL
-Berita Negara Republ: ¥ Indonesia tanggal 08-08-2003 ---
(delapan Agustus duaribu Liga) nowor 63, -
Tambahan nomor 517 dan Toambahan nomor G6590; =-cc-mm oo
-Berita Negara Republ:ik Indonesia tanggal 21-11-2003
(duapuluh satu Nopember dnaribu tiqga) nomor 93,

Tambahan nomor 910; ---------mmmmm e
-Berita Negara Republ:ik Indonesia anggal 11-01-2005 ---
(sebelas Januari duaribu lima) nomor 3, -——sace—________
Tambahan nomor 23; == =ssememcmme——coo oo Cor " e —————

-perita Negara Republik Indonesia tanggal 15-04-2005 ---
(limabelas April duar‘bu lima) nowor 30,

Tambahan nomor 308; --a@===--seeo————n- o __ ___ —_——
_Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-06-2005 ---
(tujuh Juni dnaribu lima) nomor 45, -----———o__________
Tambahan NOMOr 5OZ; = —=—-= oo oo m e --
-perita Negara Republik Indonesia tanggal 04-07-2005 ---
(ewpat Juli duaribu lima) nomor 8, -------- —————— SIS
sambahan nomoy HAR; S ==emmemaco— oo oo

—perita Nzgara Republik Indonesia Langgal 27-12-2005 --<
(cluapuluh tujuh Desember duaribu Jima) nomor 103, =-oo-.
Tambahan Mohligr TEIRENS="—-——-—-—--.-SQgm. 3ol __ 407 __
—nerita Neagara Repub! b Indonesia tanagagal o 03-2006
(1tujuh maret cuar ibn enom; nomor 1 =
Pambahan nomar g s =
_perita Neyara pepublik Indonezia tanggal 1a-04d-2606
“h.l,.p,mhol.\:. APl duaribo_enam) nomor i,

pambabagn NG, - - - .~ " T - Ny N
florita Negara Republ g £ {idonesia Sangaal 09-06-1006 ---
cmembi LA dimd doaadtn cnamy panay A 210 e em -
Tambahan nOomMor GOy - --e - ce oo mmma e g

—akta nomor | tanggal 05-12-2006 (1ima Des. wise,
enam), yang dibuat dihadapan Doktocr o

Sarjana Hukum, Le2x Leqibus Magister, Netaris di --
Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima serta ----- -
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum, -
Departemen Hukum dan Ha} A,am Manusia Republiik ----—___
Indonesia nomor W7-HT.0].G04-4704 tanggal 08-12-2006 =-=--
(delapan Desember duaribu enam!. serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan pada Kanto. Suku Dinas -—---———__
perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan,
nomor 1558/RUR.09.03/XT1T/2006 tanggal 29-12-"500
(duapuluh sembilan Desember dua ribu enam); -—---o—ooo o __
-akta nomor 2 tanggal 05-12-2006 (lima Desember duaribu-
enam), yang dibuat dihadapan Doktor —_——

Sarjana Hursum, Lex Legibus Magister, nctaris di
Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima serta --——-—--
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum, -
pepartemen Hukum dan liak Asasi Manusia Republik -—-——-aooo
Indoncnia nomor W/I/-1T.01.04-49673 tancgagal La-i2-2000
(empatbelas Desember duaribu enan), serlba Felah —---we-o
didaftarkan dalam Dattar P'erusahaan pada Kantor Suku ---
Dinan I'vlilulu"l ran dbon Pevelrpangan Koltamadya Jdakaita --
Selatan nomoy SHOZRINLO0 0 ANTLH/T0060 Langgal RUES BT T
(dnapulnh .“-(‘JII'I\LI..I]\ Denewboer dua ribu rnam); o =----me oo
~akta nomor | tanqgal Ou=12=2006 v nam Desemboer
cnam) , Yana chibuat dyhoadapan Dokt os

thharibu-

duaribn-
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Sarjana Hukum, Lex Legibus Megister, Notaris di --
Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima serta ------
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum, -
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia nomor W7-HT.)1.04-5098 tanggal 15-12-200€ ----
{limabelas Desember duaribu enam), serta telah ---------
didaftarkan dalam Daftar Perusahaar. pada Kantor Suku ---
NDinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta --
Selatan nomor 1563/RUB.J5.03/XII/2006 tanggal 29-12-2006
(duapuluh sembilan Desember clua ribu enam); ------------
-akta nomor 24 tanggal 31-01-2007 (tigapuluh Januari ---
duaribu tujuh), yang dibuat dihadapan Doktor = =-=-=---

Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, ---
Motaris di Jakarta, yaang telah dilaporkan dan diterima -
serta dicatat dalam Database Sister. Administrasi Badan -
Huku.n, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia nomor W7-HT.01.04-1741 tanggal 12-02-2007 ----
(tigabelas Pebruari duaribu tujuh) -
berikut semua perubahan, penambahan, perpanjangan,

pembaharuannya vany aken dibuat dari waktu ke waktu

(selanjutnya PT. BANK MANDIRI (PERSERQ) Tbk., -—--——-———-

dalam hal ini betvtindak dalam kapasitasnya selaku =-----
"Agen Jaminan", termasuk pihak penerima pengalihan -----
hak dan kewajiban dan/atau penerus haknya) =---====--====
deri dan sebagai demikian untuk dan atas nama : --------
a. perseroan terbatas oT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.:; -
b. Perusahaan Perseroan {(Perserc) PT. BANK RAKYAT =------

INDONESIA Tbk. disirngkat PT. BANK RARYAT INDONESIA --

(Persero) TbhbK. —-—-==—-ccccmmcmmrcmc e mm e e e mm = =
c. Perseroan Terbatas BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

(disingkat PT. BANK JABAR, ====tmmcmcceamcmecee—aanaa

(badan _hukum tersebut herikut seqgenap pengganti dan penerus haknya untuk

selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Kreditur”

atau “"Penerima Fidusia”)

v

Para penghadap saya, Notaris, kenal. --=--------—-—-—-————————o
~Para penghadap dengan bertinaak dalam kedudukannya tersebut --
menerang-kan terlebih dahulu : --------------o-—mm oo mm e

A. Bahwa Para Kreditur telah setuju untuk memberikar fasilitas-
kredit secara sindikusi kepada Debitur sebesar ----—-=-----==
Rp.1.795.929.000.000, - (safw triliun tujhhratus/ =--sr--o&=--
sembilanpuluh lima milyar sembilanratus duvapului sembilan --
juta Rupiah) yang te.diri dari !/ —-------------ccao ..
a. Fasilitas Kredit Investasi sebesar -------===------——-————

Fp.1.624.681.000.000,- (satu triliua enamratus duapuluh -
2mpat milyar enamratus delapanpuluh satu juta Rupiah) . --
b. Fasilitas Kredit Tnvestasi IDC (Interest During ==--=----
Construction) sebhesar Wpo171.248,000,000, = (seratns ~-===
tujuhpuluh satu milyar duavatus empatpulub delapan juta--
Rupiah); =-=--s----mom o IR ————— R W N
dengan syarat dan ketentu.n scbagaimana tewnyata dalam -----
Perjanjian Kredit Sindikagdi torvanggal hari ind, bomor..... i
Adibaat i hadapan saya, notaris (selanjutnya v janjyan ----
Broedit Sindikasi teinebul berakul perubabog, e combahon ----
dan/atau pocmbaharuannya yvang b buat dikemudian Lard disebut-
“pPerjanjian Kredit") . —-----ommm o mm e oo e

. Bahwa, untuk lebih menjamin dan menandgqung terbayarnya -----
dengan baik segala sesualtu yang terhutang dan harus dibayar-
olen Debitur kepada Para kreditur berddsarkan Perjanjian ---
Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untul memberikan
jaminan Fidusia atas tagihan milik Debitur atau Pemberl ----=
Fidusia terhadap pihak ket iga baik yang sekarang telah —--==
dimiliki oleh Pemberi Fidusia maupun yang akan ---------———_
dimiliki dikemudian hari oleh Pemberi Fidusia untuk --------
kepentingan Fenerima Fidusia sebagaimana yang akan diuraikan
di bawah ifi: mosmememcccsm e e m o s e e

;. Rahwa, untuk memenuhi ketent nan

Ve

Pemberi Fadusia dan PPencerima Fidusia "elahb

tentang pemberian jaminan -
ditentukan dalam Per janpian Eredot tepscebut, maka —---=-=

semutlakat dan ==
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setuiu, dengan ini mengadakan perjanijian sebagaimana yang --
dimaksud da’lam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, -—-com—e—e—o
yaitu Perjanjian tentang Jaminan Fidusia yang hendak -------
dinyatakan sekarang dalam akta ini. -=-w-o-ommmmm o ______
-berhubunyg dengan apa yang diuraikan di atas, para penghadap --
Zzngan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk-
menjamia terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang-
dan harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena-
tutang pckol, bunga dan biaya lainnya yang timbul berdasarkan -
rerjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah hutang pokok maksimum

szbesar Rp.1.795.929.000.000,- (satu triliun tujuhratus -------
sambilanpuluh lima milyar sembilanratus duapuluh sembilan -----
juta Rupiah), maka PT. CITRA WASPPHUTOWA —-—--—memmm e : i

srersebut dengan bertindak dalam kedudukan selaku Pemberi ------
fidusia mencrangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia -----
szngan cara mengalihkan hak kepemilikan secara kepercayaan ----
repada Penerima Fidusia dan Para Kreditur dengan bertindak ----
<z1am kedudukan selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini-
se=nerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia (dengan ----------
syarat-syarat dan ketentuan scbagai berikut @ c--mmmmeaoo
—————————————————————————— I'aSAl | —-remccemcmcmcc e mmmce e
—————————————————————————— DEFINIST =-—-———mmmmmmmmmmmfi
1 sepanjang telah didefinisikan dalam Perjanjian Xredit, maka-
setiap kata-kata atau istilah-istilah yang penulisannya ----
diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian -
ini, mempunyai maksud dan arti yang sama sebagaimana telah -
didefinisikan di dalam Perjanjian Kredit, -------------eeo_o
5 pisamping definisi pada butir 1 di atas, dalam Perjanjian --
ini istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf -

besar seb.agaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai --- -

arti sebagai berikuu
"Hasil Jaminan" berarti setiip dan semua jumlah uvang yang-
diterima Agen Jaminan febagai hasil pelaksanaan atan -----

cksokusi Jamindiil - - GEEEEEES """ T e Ny —a
- "Obyek Jaminan Fidusia™ adalah setiap hak dan semua hak --

dan kepentingan Pemberi Fidusia atas Taginhan Jalan Tol --- "

yvang dimiliki oleh Pemberi Fidusia, sebagaimana ..',_;._qn _____

ternyata dalam daftar yang dari waktu ke waktn wajib ---=--

diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia --

yang seluruhnya beEmiskad Rp.l.7025=080. 000 0000 -f&---gF--

(satu triliun tujnhratus semb:ilanpulub lima milyar ---=----
sembilanratus duapuluh scubilan juta idupiah), =--=s-emm-- i
dafiar tersebut bervikulb - seliap perubabay, laniwlay =----=-

dan/atau tambahan merupakan catu kesatuan dan bagian yang-

tidak terpisahkan dari 1kta ini. ======esceomom

- "Pemberi Fidusia" adalah PT. CITRA WASPPUTHOWA, ----------
berkedudukan di\gakaitg'. -----------f48=y o -EE- T8 - - 20

- "Penerima Fidusia™ adalah adalah Para Kreditur berisut seqenap penaganti

4an_penerus haknya vang_ saat ini_adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ------- 'De‘emaﬁ_;__';m‘
T | {FERSFin., T

BT. ; R

PT. ‘l- ey
cepaaal +.\:--‘1:'
LTI RN - P R,

- "Rek2ning Jaminan" adalah rskening yang a‘buka atas mama = (79?'13_(1“_:__-_ o
Agen Jaminan untuk menazpung Hasil Jdaminan dari ---------- S
pelaksanaan eksekusi Janinan untuk kepentingan Penecrima -- =
Fidusia. ———————— - - e el

- "Tagihan Jal.n Tol" adalah setiap dan semua tagihan atas -
Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha-Usaha Lain milik -----
Pemberi Fidusia yang ada atau yang akan ada sehubungan ---
dengan transaksi anftara Pemberi Fidusia dan para nemakai -
Jalan Tol dan/atau dengan pibak ketiga lainnya yang ------
berkenaan dengan kegiatan Usaha-lsaha Lain Pemberi Fidusia
cdalam lingkup Ruas Jalan Tol. -—------=-----ommmmmmmme

————————————————————————— Pagal | -ommmesmsesdessoemsamsss s
..... PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS OBYEE JAMINAN FIDUSTA --c---
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2.1. Untuk menjamin terbayarnya Hutang dan segala kewajiban ---
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, baik karena -----
hutang pokok, bunga dan blaya-biaya lainnya yang timbul --
berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang pokok -
maksimum sebesar Rp.1.795.929.000.000,- (satu triliun ----
tujuhratus sembilanpuluh lima milyar sembilanratus -------
duapuluh sembilan juta Rupiah) atau sejumlah uang yang --
dicentukan dikemudian hari -berdasarkan Perjanjian Kredit,
maka Pemberi Fidusia menyerahkan kepada Penerima Fidusia -
Obyek Jaminan Fidusia sampai dengan nilai penjaminan -----
sebesar Rp.1.795.929.000.000,- (satu triliun tujuhratus --
sembilanpuluh lima milyar sembilanratus duapuluh sembilan-
juta Rupiah). —=-----——===soss-so-—o——o oo meme oo

.2. Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang
telah ada pada saat ini b2rlaku pada saat penandatanganan-
akta ini, sedangkan pengalihan hak kepemilikan atas Obyek-
Jeminan Fidusia yang akan ada dikemudian hari berlaku pada
saat ini tapi untuk nantinya berlaku seketika pada saat --
Obyek Jaminan Fidusia tersebut telah menjadi milik dari --
Penberi Fidusia, sehingga dengan demikian Penerima Fidusia
menjadi pemilik atas Obyek Jaminan Fidusia, dengan tidak -
mengurangi ketentuan dalam Undang undang Fidusia dan -----
ketentuan yang tercantum dalam akta ini. -----eec—ceao____

2.3. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek ----

Jaminan Fidusia dan selama berlakunya Perjanjian ini
penerima Fidusia menberilan wewenang kepada Pemberi
Ficuasia untuk melakukan renagihan atas Obyek Jaminan -----
Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia. ------c-ecoo.

2.4. Selama berlakunya pengalihin hak kepemilikan atas Obyek =--
’ Jaminan Fidusia, Pemvberi Fidusia wajib menyetorkan Obyek -
Jananan Fidusia tersebut langsung kedalam Rekening -------
penampungan sebagaimana dit;m);sud dalam Perjanjian Kredit.-
——————————————————— Pasa el et e

____________ PENGGUNAAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA --eccmcecaoa__

~Gelama herlakunya Pember%an Jaminan Fidusia dan rtidak terjadi-

k.ejadian vrelalaian yang dimaksud ch.alam Perjaniian Rredit, -----
ppmberi Fidusia berhak vm;ul: wener ima dan menggunakan hasil ---
énagihan Obyek Jaminan Fidusia. ==c-cormooioommeoonooonn oo
_pengqunaan hasil penagihan Obycelk Jaminan Firdasia hoaus sesuvai-

dengan syarat-syarat dan ketentuen “'f-‘l"iJO"-‘!i pengaun . Rekening
penampungan yang diatur dalam Perjanjian Kredit. -------eeoooll
P ettt A Pasal 4 =ecccccmacanaana YV Y A
:_———-—-- HAL-HAL YANG WAJIB DILARUKAN PEMBERI FIDUSIA ~c-coeweoo
-sampai dengan dillmasinya Hutang, Pemberi Fidusia wajib dari--
waktu ke --waktu memenuhi ketentuan sebagai berikut : ==--co-__

a. pemberi Fidusia wajib memberi laporan kepada Penerima ------
Fidusia tentang jenis dan rilai termasuk perubahannya atas -
Obyek Jaminan Fidusia dengan disertai daftar Obyek Jaminan -
Fidusia yang terbaru setiap_l (satu) tahum, ---~=---eo__.____
selambat-lambatnya 14 (empat helas) Hari Kerja sctelah --==--
peraknirnya pericde tersebut atau sewaktu-waktu bila diminta
oleh Penerima Fidusia, dalam fcrmat yansg disetujui oleh —---
pencrima Fidusia, sebaqai pengyanti dafiar Obyek Jaminan ---
Fidusia sebagaimana terlampir pada akta ini. -~-<--w-oe______
-ppabila dipandang perlu oleh Penerima Fidusia, - -—----ceeo_oo
maka perubahan Objek Jaminan Fidusia tersebut akan ----oe---
didaftarkan kembali atas beban biaya dari Pemberi Fidusia. -

p. Setiap laporan yang diserahkan berdasarkan akta ini wajib --
ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pemberi ------
Fidusia. Tidak dimuatnya suatu tagihan dalam daftar tersebut
tidak akan mengurangi hak Penerima Fidusia atas tagihan ----
tersebut . —- " T T oS T oS oo e e e e e e e e e —ee
~Penambahan ragihan dianggap schagai pengganti tagihan yang-~
telah dilunaskan dan termasuk dalam penbherian fidusia yang'-
dilakukan dengan akta ini. ----------c-orceecmommae
~pPemberi Fidusia mengikat diri dan berianii untuk dan atas -
permintaan pertama dari feacrima Fidusia, mengalihkan dan --
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menyerahkan kepada Penerima Fidusia semua asli surat, ------
dokumen dan keterangan yang merupakan kelengkapan dari Obyek
Jaminan Fidusia yang membulktikan, menunjukkan atau menjamin-
adaaya dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia. ------------cw----
c. Atas permintaan pertama Penerima Fidusia, menyerahkan kepada
renerima Fidusia, sema Jdokumen dan laporan yang diperlukan-
untuk memungkinkan Penerima Fidusia dapat melaksanakan -----
hak-haknya atas Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari -----
padanya berdasarkan akta ini.------=e--o-—o——--ooeooooooanno
d. Pemberi Fidusia telah dan akan segera membayar ataun --------
menyediakan pembayaran dan membebaskan semua pajak dan/atau-
pungutan dengan nama apapua yang mungkin dipungut atau -----
dikenakan, atau biaya-biaya apapun vang timbul atas atau ---
berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari ----
Obyek Jaminan Fidusia., =-=-==-—----mc e
e. Pemberi Fidusia, apabila diperlukan, wajib menyampaikan -----
pemberitahuan tcrtulis hepada pihak yang berhutang kepada --
Pemberi Fidusia mengenai telah dilakukannya pengalihan hak -
kepemilikan secara kepercvayaan berdaszarkan akta ini cdalam --
hentul dan isi yang dapat ditcerima oleh Penerima Ficdusia., ~--
f. Melaksanakan atau mengijintan untuk ailakukan tindakan lebih
lanjut dan menandatangani pv¥janjinn dan/atau dokumen lain -
yang dari waktu ke waktu diminta oleh Penerima Fidusia guna-
mempertahankan dan/atau melaksanakan hak Penerima Fidusia --
perdasarkan akta ini. —-=--==-----o—comoo—ooncceaoooooono
--------------------------- Pasal 5 ==ccmmm e
- ——— HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA
1. Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang atas ------
obyek Jaminan Fidusia. ===-------------oso-o-ooo mmmmeeemee oo
-semberi Fidusia juqa dilarang untuk membebankan dengan ----
cara apapun, termasuk menggadarkan Obyek Jaminan Fidusia =--
kepada pihak lain. RS — —~ = S - ~ Ny - - e
2. pomberi Fidusia dilarang men)ua% atan dengan cara apapun ---
mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia ataun setiap bagian dari --
coyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulisz terlebah --

dahulu dari Penerima Figusia, --------cocoocooomesoeoonoem—-
3. pemberi Fidusia diltarang melaksanakan hak-hak yang =--------
e dimilikinya atas obyek Caminan Fidusia atan bagian darinya =
yand mennrut pendapat Penerima Fidusia dapat wonimbulkan ---
Ferugian necarn mat crial otan kepent fagan Penetomay Fidusia -
berdasayrkan akta ini. -—ees--s-sso-seomSesosss snosm oo osas s

4. Pemberi Fidusia dilaranq inelakukan atau meny=tujui untuk ---
melakukan tindakan-tirdakan yang dapat mengakil-akan --------
b rubahnya atau menqurangi berlakuny . akta ini atau setiap -
hak yand dimiliki Pencrima Fidusia berdasarkan akta ini. =--
o . pemberi Fidunsia tidak alan wmengajuken Obyek Janinan Fidusia-
; atau bagiran darinya untul melakonkan perjurpa:n hutang. -----
___________________________ T B R i
__________________ PENJAMINAN DAN PERNYAFAAN - - -emccccncccaaaa
_newbheri Frdusia dengan ing menyatakan dan menjamin kevada - --
penerima Fidusia bahwa @ smmossscme o s oo c e oo oo
1. Obyek Jaminan Fidusia yany diberikar. sebagai jaminan fadusia
repada Penerima Fidusia Jdatam akta *ni adalah henar-benar --
hak dan milik Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada orang/pihak
lain yang turut mempunyai hak apapur. juga. ==----cece-aoaoo_o
2. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dialihkan dengan cara ---
dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima Fidusia,
sehingga Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk
mengalihkan hak kepemilikannya. === =co—cocammmncao oo
3. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan sedang ----
dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada -----
siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima ----
Fidusia, Utidak tcisangkat Jdalam perkara maupun sengketa, ---
serta bebas dari sitaan dan karenanya menqenai segala -=-----
csesuatu yanqg berkaitan dendan Obyek Jaminan Fidusia, baik -~
sekaranqg maupun dikemudian hari, Penerima Fidusia tidak akan
mendapal  tantatan apapun jnagan dari pihak tain

VAN memmveee-
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menyatrakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut --------
mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia. ------ve-cecnnaaa
4. Pemberi Fidusia bukan merupakan pihak atau terikat dalam ---
suatu perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk -----
menjaminkan Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan
akta ini. =-=———=--------mos et e
5. Pemberi Fidusia cdalam segala hal memiliki kewenangan yang --
sah dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan-
untuk menandatangani dan melaksanakan akta ini dan -=-=---=---
penandatanganan serta p2laksanaan akta ini tidak -----w--e-.
bertentangan dengan hukum, anggaran dasar Pemberi Fidusia --
atau pembatasan lain yang mengikat Pemberi Fidusia. --------
6. Kewajiban-kewajiban Pemberj Fidusia beriasarkan akta ini ---
adalah sah dan mengika. Pemberi Fidusia sehingga dapat -----
dilaksanakan oleh atau terhadap Pemberi Fidusia sesuai -----
dengan syarat dan ketentuan dalam akta ini dan Perjanjian --
Kredit. -—----=--=-==7% ettt bt bl D
<. Pembelvi Fidusia baik sekarang maupun dikemudian hari =------
membebaskan dan/atau melepaskan sepenuhnya Penerima Fidusia-
dari dan terhadap semua quaatan, kerugian, tuntutan, -------
perkaira, pengeluaran, ongkos atau kewajiban apapun yang ----
mungkin ada, dialami atau dikeluarkan oich Penerima Fidusia-
berélnsarkan atau berkaitan engan Obyck Jaminan Fidusia, ---
termasuk namun tidak terbatas pada pengcluaran atau ongkos -
yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia dalam usapa --~------
mempertahankan atau_rrelaksanakan hak-hak Penerima Fidusia --
perdasarkan akta ini. —=---—=-omemssesssomso oo mn oo

pemberi Fidusia wajib dar) dengan ini menyetujui untuk ------
mengijinkan serta mem?enkan kua§a dengan hak substitusi ---
kepada Penerima Fic_ius:.;:l atau wak.l.l-wékllny.'a d‘?n/atau _______
,;il\all-l-’i“'"k yang ditunjuk t:.\leh Penerima ijdmls:.a.\tntul.; setiap
saat pada jam kerja atau di )l.mr jam kgr]a apabila dianggap-
perlu atau diminta olch Penf.er%:na I-‘J.du_s.!.n, untuk memasunki ---
tanah dan bangunan kantor milik Pemberi Fidusia untuk ------~
keperluan pem-ariksaan'pembukuan, pencatatan d:?n doll'.umen -————
lajinnyna sebagaimana dianggan perlu oleh Penerima Fidusia ---
untuk memudahkan pemcriksaan .|l.?\_| pvnqaw.\sm) 0F-.-h Penevima -
Ficdusia terhadap pemcnuhan kewajiban Peuwberi Fudusia dan ---
tentand kreadaan Obhycek Jaminan Fidusia berdasarkan akta ini. -
pemberi Fidusia dan Pencrima Fidusia menyatakan behwa ------
tindakan tersebut tidak me;upalzan tindakan memasuki tempat -
gan atau bangunan tanpa izin {("act of trespass"), -----—-o__
penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak untuk ---
melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang ---------
seharusnya dilakukéen oleh Femiteri Fidusia atas Qoye=k Jaminan
Fidusia berdasarkan akta iri, dalam hal Pemberi Fidusia ----
melaiaikan kewaiibannya untuk i1tu. ---------eooo e e
penerima Fidusia berhak uniuk omengambil tindakar vang -w----
dianqgcap perlu oleh Pencrima Fildusia guna memastiian -—==--- -
pemenuhan kewajiban tersebut, atas ongkos dan biaya Pemberi-
Fidusia. —----=s°c------=-=- === ess :

2.

-
-

1. palam hal pember.:% Fidusia tid.'.nl: memenuk i dengan seksama ----

salah satu kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam akta -
jni atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian-
Kred.it dan Dokumen Jaminan (untuk serlanjutnya disebut ~e---=-
rKejadian Kelalaian”), .naka lewatnya waktu yang ditentukan -
untuk memenuhi kewajiban rerasecbut saja sudah Cukup =-seemean
membukt i kan tentang adanya pelanggaran atan kelalaian «-e---
pemberi Ficdusia dalam memenuhi kewajibannya tersebut, tanpa-
untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat tequran jurusita ---
atan smrat lain serapa dengan ite karenanya dalan hal —=-=-a
terjadi demikian, maka hak Pemberi Fidueia untuk meminjam --
ganti Obyek Jaminan Fidusio tersebur monjadi hecakhin .,
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2. Dalam hal ter-adi Kejadian Kelalaian, maka atas kekuasaannya
sendiri Penerima Fidusia berhak untuk melakukan sendiri ----
penagihan atas Ovyek Jaminan Fidusia tersebut, menerima uang
hasil penagihan itu dan memberikan tanda penerimaannya dan -
kemudian seluruh hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia akan-
diperhitungkan dengan seluruh keperluan kewajiban Pemberi --
Fidusia sebageimana diuraikan di bawah ini, untuk keperluan-
tersebut penerima Fidusia berhak mengangkat kuasa atau -----
Pengacara, membayar dan menentukan honorarium mereka, satu -
dan lain tanpa harus memberitahukan atau minta persetujuan -
dari Pemberi Fidusia. --=-------- R T P e m e —

3. Segera setelah Penerima Fidusia menerima seluruh Hasil -----
Jaminan, Penerima Fidusia harus mempergunakan semua jumlah -
uang yang diterima dari Hasil Jaminan sesuai dengan --------
prioritas penggunaan berikut ini: ------- ———————- ————mm———
(i) Untuk membayar seluruh biaya, ongkos-ongkcs dan -------

pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia ----
sehubungan dengan pelaksanaan akta ini termasuk fee ---
Agen Jaminan yang belum dibayar oleh Pemberi Fidusia --

kepada Agen Jaminan; -----=---e-- ———————— cocooomon SO
(ii) Untuk pembayaran Hutang sesuai dengan ketentuan -------
Perjanjian Kredit; -----<---=--- e SN o ooooos

4., Apabila Hasil Jaminan tersebut tidak mencukupi untuk ---~----
melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada --
Kreditur, maka Debitur tetap terikat untuk membayar lunas --
sisa hutang yang masih barus dibayar oleh Debitur kepada ---’
Kreditur berdasarkan Perjanijian Kredit. -----—mcoa-o e
-Apabila Hasil Jaminan :setelah digunakan sesuai urutan -----
pemnbayarén tersebut masih terdapat kelebihan/sisa, maka uang
sisanya akan dikembalikan oleh Penerima Fidusia kepada ----
pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima ---
Fidluszia untuk membayvar bBuaoaga atan gqant i koragaat bearnpa =eee
apapun juga kepada Pember i Fidusia, ccceeeeeoooo oo =
6. -Pemberi Fidusia berijanji unruk tidak dan cdengan ini secara-

tegas melepaskan hak-haknya guna melakukan scnditi hal-hal -

w

vang dimaksud pada butir 2 lersebut di atas. ---weoocoooLl -
. - SO T — — Pasal 9 ---evemaccnnnooo b Zulubaind’
VEPSIVIPISUIPRPEE Yy _ A PEMBEBRAGAN -~-v---cecna W Ny b
—pengalihan hak Fepemilikan atas obyek daminen Fihwaia oleh ---

pember i Fidusia kepada Penciima Fidusia tilakukan dengan syarat
yang memutuskan, yaitu setelah Debitur telah melunasi seluruh -
Hutangnya kepada Kreditrr berdasarkan Perjaniian Fradit, maka -
hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan sendirinya --
peralih kembali kepada Pemberi Fidusia dan Kreeditu: harus -----
membuat pernyataan hapusnya hutang Debituir, serta surat-surat -
yang berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia vana ada pada -----
renerima Fidusia wajib diserahkan kembalt bepada emtang —-oee-
Fidusia. ---=-==----- W5 T T S e - A ighi
P iathttadadedade b Lk btk Fasai 10 -ec-waa m—mmnma -
P et atatatiiaae ik B T KEWENANGAN ----«-- ————e—— e,
1. Perberi Fidusia denqgan ioi ocara togas member i ban kuasa ---
kepada Penerima Fidusia, kuasa mana tidak dapal. ditarik
kembali oleh FPemberi Fidusia, untuk mengambil setiap dan ---
semua tindakan untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk
dan atas nama Penerima Fidusia bilamara diperlukan atau ----
dianggap baik untuk melaksanakan dan/.tau mempertahankan ---
ha¥-haknya berdasarkan akta ini, Perjanjian Kredit dan -----
Dokumen Jaminan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk -
mengubah akta ini acgar memenuhi ketentruan Undanqg-Unclang ----
Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. -----eemcemcean
-Pemberi Fidusia denqan ini memberi kuasa penuh dengan hak -
substitusi Kepada Penerima Fidusia untuk melaksanakan ---==--

sefiap dan semma Findakan yang i pertakan atan berkaitan --
dengan pelaksanaan hak~hat tersehml, --e-- ;e et e
. Pemboeri Midusia dengan ini bersedia untuk, -ceeneeecnaao -

selanbat -lambatnya 4 (1iaa) Hari Kerja setelal mener ima --- -
permintaan dari Pencrima Fidusia, menandatangany cdan -
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mergeluarkan kepada Penerima Fidusia tambahan wewenang atau-
kuasa yang dianggap perlu atau baik oleh Penerima Fidusia --
dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan akta inj. --------
3. Kuasa dan wewenang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada-
ayat 1 dan 2 pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian --
yang tidak terpisahkan dari akta ini, Perjanjian Kredit dan-
Dokumen Jaminan. Kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ---
ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apapun juga-
termasuk oleh sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813, -

1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama ----~-
Hutang belum dibayar lunas oleh Pemberi Fidusia. --=-==-=w--
e —em——m— e ————————————— Pasal 11 —-——rmeecce e e e
------------------------- PENDAFTARAN ~-==mecme oo oo

1. Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima-
Fidusia berwenang, yang menyatakan menerima kuasa dari -----
Pemrberi Fidusia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan -----
Ficusia berdasarkan akta ini dan untuk keperluan tersebut --
bechak untuk menunjuk notaris atau pihak lain unmuk --------
melakukan pendaftaran tersebut, menghadap di hadapan pejabat
atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran --
Fidusia), memberikan keterangan, menandatangani ------—------
surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek ----
Jaminan Fidusia dengan melampitvkan Pernyataan Pendaftaran --
Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan ------—--
pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan ata:.-
data yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, ------
selanjutnya menerima sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau ---
parnyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang ------
pertalian, untuk keperluan itu membayar semua biaya dan ----
menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya -
melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna uwntuk -----

melaksanakan ketentuan dari akta ini., ==-c-mcmme tmmm e
—nselutuh biaya, ongkos dan pengeluatan schubungan dengan ---
pomln[tnr.m torsebut menijadi beban dan wajib dibayar oleh -- -
Pemberi Fidusia., —-=-==---------ooocosocooooooooo oo

2 Pendaftaran atas perubahan Obyek Jaminan Fidusia cdapat -----
) Adilaknkan oleh 'enerima l-i:lu:-.i.u'p.\t!.'\ setitap 1o{oatu) tahun -
sekali atan pada walti=wabia bain apalata dipandang perin --
slch enerima Fildusia, ====---cssmmmssoocsssnos: srssssssssoo-
___________________________ A7 IR —“EEE Rl — Sk — ab ¥ gl
________________________ PEMGATLAUA HAR = mmmcmm s o mom o mm o e -
palam hal dilakukannya pengalibian suatu Bak oleh Penerimna —-==-
sidusia berdasarkan akta iri. baik seluruhnva maup:un sebagian, -
pember:i Fidusia mer.yet:l_l_jn:l:. ahwa setiap renerima hak akan -----
memiliki manfaat atas jaminan yang diberikan berdasarkan akta -
ini dan karenanyeé member. wewenang kepaaa Penerima Fidusia ----
untuk rengubah ketentuan dan/atau memperbaharui akta ini, -~---
antuk menambahkar hak-hak jamiran yang diniliki penerima ------
pengalihan sebaga::.mana yang dianggap perlu olch Penerima =-—----
Fidusia tanpa kehilangan hak untuk didahulukan. -----=eee-eoaoo 5
_pemberi Fidusia tidak memiliki hak wntuk mengalihkan atau ----
dengan cara apapun memindahkan hak dan kewajibannya =--=-----—--
berdasarkan akta Ini. =ocomom oo e e

1. Para pihak setuju untuk mendudukkan setiap perubahan ~-----=-
dan/atau penambahan atas Perjanjian ini dalam suatuy ~--—=—-e=
perubahan perjanjian yang akan ditandatangani oleh Pemberi -
Fidusia dan Penerima Fidusia. ====---emmmame oo

2. Apabila oleh karena suatu schab apapun Pembeori Fidusia -----
berhalangan atau tidak davat menandatangani pexrubahan ------
perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka -----
dengan segala hak dan kewenangan yang diberikan dalam ------
perjanjian ini, Pemberi Fidusia dengan ini menyarakan ------
momberikan kuasa yana tidak dapat ditarik kembali kepada ---
Ponerima Fiduzia untul bertandak untub dan atas sama Pemboert i
Ficlusia menandatanaani perubahan perjanjian dimaksud., ==----
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e bbb Pasal 14 -—-———-———=c-——vmcmmmrm e~
————————————————————— HUKUM YANG BERLAKU
—Akta Jaminan Fidusia ini diatur dan tundunk kepada peraturan --
perundang-undangan Republik Indonesia. —-----=----------——---—-
B et 8 B < S T T r—
B ettt JURISDIKST ==cc-—mmeeee e e
Para Pihak sepakat dan setuju bahwa setiap perselisihan yang --
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan --
melalui badan peradilan. Berkenaan dengan akta ini dan segala -
akibatnya, Debitur memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri --
Jakarta ‘.g_efl_al_a_n‘sebagai domisili sah dan tetap. Akan tetapi -----
pDebitur menyetujui bahwa Para Kreditur dan/atau pihak yang ----
ditunijuk olehnya dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, --------
mengajukan tuntutan yang mungkin timbul xe Pengadilan Negeri --
lainnya di wilayah Republik Indonesia dan Debitur menyetujui --

antuk tunduk pada jurisdiksa pengadilan tersebut. —-——--—mmmmmm o
e e o e e Pasal 10 ————m s o oL
—————————————————————— BIAYA DAN ONGKROS -—--=-cmcm e mmmee
piaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan --------

embuatan akta ini dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor --
pendaftaran Fidusia maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam -
akta ini menjadi tanggungan dan harus dilbayar oleh Pemberi ----
Fidusia. —=—= =" TT oSS T T mm T m S e

e m e — e ——— Pas@l 17 —==s=====--mo—————— oo __
____________________ KETENTUAN LAIN-LAIN —==---co—ommme
1. Dalam hal salah satu ketentuan dalam a2kta ini dinyatakan ---

batal dan tidak berlaku berdasarkan suatu peraturan --------

pelundang—unda::gan, maka p2rnyataan batal tersebut tidak ---
mengurangi atau menyebabkan batalnya kcabsahan ketentuan ---

lain dalam akta ini, dan karenanya dalam hal demikian, -----
ketentuan lain dalam 1kta ini tetap sah dan mempunyai ------
krekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sebagaimana termuat
dalam akta 1nl. —--- - -osmo oo omm o T s s SR m e o e

penerima Fidusia dengan ini-diberi wesienana olah’ Pewberi ---
Fidusia untuk mendelegasiban pelaksanaan akta 1 dan/atan =
semua kuasa yang diberikan ftepada Peneriigh Fidu@sh ---67---
perdasarkan akta ini kepada pegawainya, arau pihak lain ----
sebagaimana akon phi Lun jnk olebRenct imay Fighis gy - pemeeea~
3 Akta ini merupakan bahagian yvang pentaing dan t:dak dapat -<-
o dipisahkan dari Perjanjian Kredit; demikian puia kuasa yang-
diberikan pada akta ini merupakan agian yang penting dan --
tidak terpisahkan dari akta ini dan Perjanjian Kiedit, tanpa
adanya kuasa tersebutl niscaya alta ini dan Perjanjian ------
Kredit, tidak akan diterima dan dilangsungkan didntara paras
pihak yany bersangkutan, <leh karenanya kuasa rersebut tidak
akan batal atau berakhir rarena sebab vang dapat mengakhiri-
pemverian sesuatu kuosa tormasuk sebabh yang disebuthan dalam
pasal 1814, LELL, dan 1ule Hitab Undarg=undang Hubknm Perdata
ifslelslplcob i M taiteiuls” Aainbaiai— 0000 b . &
_para penghadap telah dikenal aich saya, Hotarls., =----=-------
_pari zegala sesuatu yang Lerscbut du oatas, dibuat iabe:
——————————————————————— AR L O R
_pibuat dalam minuta, dibacakan dan ditandatangani
pada heri dan tanggal tersebut pada kepala akta ini,
dengan dihadiri oleh: -—-------—-—=-mmm .
1. Tuan . lahir di Jakarta, pada tanggal 03-03-1982-
(tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua), swasta, -
bertempat tinggal di Jakairta selatan, Jalan Haji Saikin ----
nomor 48, Rukun Tetangga C12, Rukun Warga 008, Kelurahan
rondok Pinang, Recamatan debajoran Lama, =----=--ceeomooo_ o
pemegandg Kartu Tanda Pendadus nomor 09,5305 070202 7005,

s

Warga Negara Tndonesiagg  —-—-e oo oo m e e e e L.

"™

2. Tuan Sorjana Hukum, lahic di Pati, pada
ranaggal 31-01-195%9 (thigaprlah satu Januari seribua
sombilantatus Limapulonh sombil ), swasta,

ber! cmpal —----e-
Linggal v Tangerang, Pamnlang Estate #lok 0% aomer 11,
Rukun Tetanagaa 03, Rukun Warga 13, Kelurahan

Pamol ang Taimo,

Pengikatan jaminan..., Ratna Indah Hariyanti, FH Ul, 2008
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